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ABSTRAK

Transaksi gadai yang terjadi bersifat tradisional, yaitu dengan adanya akad
tanpa batasan waktu dan tanpa adanya bukti secara tertulis bahwa telah terjadi
suatu perjanjian antara kedua belah pihak. Dalam perjanjian yang dibuat, baik
dalam perjanjian gadai dan perjanjian jaminan barang, penerima gadai
menetapkan beberapa aturan yang dirasa memberatkan dan bahkan merugikan
penggadai yakni adanya bunga pada uang pinjaman sebesar 6 % kepada
penggadai. Apabila barang jaminan yang digadaikan rusak atau hilang oleh
penerima gadai, maka ganti kerugian yang ditanggung oleh penerima gadaihanya
sebesar uang pinjaman. Penerima gadai mengembalikan uang pinjaman hanya
sebesar 30% dan 20% dari harga motor, dengan ketentuan jika motor ditemukan
maka motor tersebut akan menjadi milik penerima gadai.

Rumusan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penanggungan Resiko
Barang Jaminan dalam Gadai di Desa Linggapura Kecamatan Selagai Lingga
Kabupaten Lampung Tengah dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap
Penanggungan Resiko Barang Jaminan dalam Gadai di Desa Linggapura
Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah. Adapun Tujuan
Penelitian ini adalah untuk mengetahui Penanggungan Resiko Barang Jaminan
dalam Gadai dan Tinjauan Hukum Islam tentang Penanggungan Resiko Barang
Jaminan dalam Gadai. Adapun Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu
Kualitatif dengan Pendekatan secara induktif. Penelitian ini..berjenis Field
research - (penelitian lapangan) yang dilakukan di Desa Linggapura Kec. Selagai
Lingga. Kab. Lampung Tengah. Metode Pengumpulan data yang digunakan
wawancara.dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini Penanggungan Resiko Barang Jaminan
Dalam Gadai di Desa Lkinggapura didasarkan-atas perjanjian pinjam meminjam
yaitu dengan menggadaikan-sepeda motor, Dalam penggunaan sepeda motor jika
terdapat kerusakan ataupun kehilangan akan ditanggung oleh pihak rahin. Biaya
kerusakan tersebut diambil dari bunga sebesar 6% yang dibayarkan oleh pihak
penggadai yang nantinya akan dijadikan sebagai uang ganti rugi. Adapun jika
barang jaminan hilang oleh pihak penerima gadai, maka pihak penerima gadai
hanya mengganti uang rugi sebesar 30% dari uang pinjaman dan 20% dari harga
motor.Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanggungan Resiko Barang Jaminan
dalam Gadai di Desa Linggapura adalah Penanggungan Resiko Barang Jaminan
yang dilakukan oleh masyarakat tidak sesuai dengan hukum Islam. Adanya
persyaratan dari pihak penerima gadai memberikan bunga kepada pihak
penggadai yang artinya mengandung ke unsur riba dan belum mempunyai sifat
amanah, dalam perjanjian gadai mengakibatkan adanya pihak-pihak yang
dirugikan serta tidak ditentukan adanya batas waktu dan dikarenakan adanya
sebuah keuntungan yang diambil oleh pihak penerima gadai.
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“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang
kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika
sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah
yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan jangan
lah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian.

Dan barangsiapa yang menyembunyikannya,
maka sesungguhnya ia adalah orang yang
berdosa hatinya; dan Allah Maha
Mengetahui apa yang
kamu kerjakan”.

(Q.S Al-Bagarah (2): 283)
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami maksud skripsi
ini, maka perlu kiranya dijelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam judul
ini :“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanggungan Resiko Barang
Jaminan Dalam Gadai“ (Studi Kasus di Desa Linggapura Kecamatan
Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah). Adapun uraian istilah-istilah
tersebut sebagai berikut :

1. Hukum Islam
Hukum Islam menurut ahli ushul figh yaitu Firman Allah yang
diajukan kepada orang-orang mukallaf yaitu orang-orang yang sudah
cakap Dbertanggung jawab hukum, berupa perintah; larangan, atau
kewenangan.memilih yang bersangkutan dengan perbuatannya.®

2. Penanggungan

Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang
penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan suatu
premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian,
kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan.?

3. Resiko
Resiko Adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena

suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak.?

LAmir Syarifudin, Ushul Figih Jilid 1 Cet.1 (Jakarta: Logos, Wacaan llmu, 1997), 5.
2Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, 848.
3Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 2005), 59.



4. Barang Jaminan
Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima, biaya yang
ditanggung oleh penjual atas kerusakan barang yang dibeli oleh pembeli
untuk jangka waktu tertentu.*Jadi yang dimaksud dengan barang jaminan
adalah barang atau hak tagih yang dibiayai dengan pembiayaan yang
bersangkutan atau barang yang diperjualbelikan.
5. Gadai
Gadai adalah menjadikan barang sebagai jaminan atas utang, dengan
ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka
utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan
jaminan.”

Berdasarkan uraiandiatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud
dengan_ judul skripsi ini adalah sebagai pembahasan dengan pengkajian yang
meneliti tentang Penanggungan Resiko BarangJaminan dalam Gadai di Desa
Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah.

Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang selalu hidup
dalam masyarakat, senantiasa memerlukan adanya bantuan-bantuan dari
manusia yang lain yang bersama-sama dalam memenuhi kebutuhan

kehidupannya dalam bermasyarakat. Dalam hal ini, manusia selalu

4 -
Ibid., 456.
SAhmad Wardi Muslich, FIQH MUAMALAT (Jakarta: AMZAH, 2017), 288.



berhubungan satu sama lain baik disadari atau tidak, untuk selalu mencukupi
kebutuhan dalam hidupnya.®

Sebelum terbentuknya pasar modern untuk barang dan jasa, kegiatan
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa dilakukan
dengan cara yang sederhana, seperti barter, yaitu transaksi barang dan jasa
melalui pertukaran barang, atau pernah mengalami barang tertentu. Dalam
pertemuan langsung dengan pihak-pihak yang memiliki kelebihan layanan,
selain transaksi barter, transaksi yang biasa dilakukan masyarakat untuk
memenuhi permintaan komoditas adalah pinjam, beli, jual, atau sewa-guna.
Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan permodalan dilakukan melalui
transaksi gadai, yaitu transaksi hutang dan kredit antara debitur dan kreditor,
dimana debitur menjamin barang-barang berupa barang bergerak atau harta
benda.yang bernilai ekonomis kepada kreditur.

Dalam_kehidupan bermasyarakat kebutuhan manusia sangat beragam,
tentunya tidak terlepas dari masalah muamalat yang selalu dilakukan, seperti
adanya jual-beli, utang piutang, sewa-menyewa dan lain sebagainya.
Hubungan antara satu manusia lain dalam memenuhi kebutuhan harus
terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan
kesepakatan.’

Gadai adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang,

dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya

®Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Muamalat, Ed. Revisi (Yogyakarta: Ull Press, 2000), 11.
"Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Figh Muamalat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 47.



maka utang tesebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan
jaminan.®

Bentuk barang yang akan dijadikan sebagai jaminan tersebut adalah
barang-barang yang memenuhi syarat dan rukun gadai. Barang gadai tersebut
terdiri dari beberapa jenis. Pertama, benda tidak bergerak seperti rumah,
tanah (benda yang tidak dapat bergerak).Kedua, barang bergerak seperti
emas, sertifikat tanah, kendaraan, hewan ternak, barang elektronik, peralatan
rumah tangga ( benda yang dapat bergerak).’

Proses Pegadaian terjadi antara sesama masyarakat di Desa Linggapura
Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah menjalankan
kegiatan gadai yaitu penggadai menjaminkan barang kepada pihak penerima
gadai. Pada praktik ini masyarakat:meminjam sejumlah uang ke kerabat atau
tetangga dengan. jaminan adalah sepeda motor dengan-aturan yang telah
ditetapkan. Haltinivdilakukan karena preses yang lebih cepat dibandingkan
meminjam uang ke bank atau rentenir.Dalam perjanjian yang dibuat, baik
dalam perjanjian gadai dan perjanjian jaminan barang, penerima gadai
menetapkan beberapa aturan yang dirasa memberatkan dan bahkan
merugikan pihakpenggadai yakni adanya bunga pada uang pinjaman sebesar
6 % kepada pihakpenggadai.

Akad gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Linggapura tidak
seperti lazimnya akad gadai pada yang lain yang memiliki batasan waktu

sedangkan dalam akad gadai ini tidak menggunakan batas waktu,

8Ahmad Wardi Muslich, FIQH MUAMALAT (Jakarta: AMZAH, 2017), 288.
Mardani, Figh Ekonomi Syariah: Figh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2013),230.



pembayaran hutang sesuai dengan kemampuan penggadai sehingga banyak
gadai berlangsung selama berbulan-bulan karena penggadai belum memiliki
uang untuk menebus motor miliknya kembali. Apabila barang jaminan yaitu
motor yang digadaikan rusakatau hilang oleh pihak penerima gadai, maka
ganti kerugian yang ditanggung oleh pihak penerima gadai hanya sebesar
uang pinjaman. Penerima gadai mengembalikan uang pinjaman hanyasebesar
30% dan 20% dari harga motor.Sehingga apabila penggadai mengalami
resiko tersebut, pihakpenggadai akan menjadi pihak yang dirugikan karena
hanya diganti sebesar uang pinjaman, dan juga masih beberapa aturan lain
yang dirasa memberatkan penggadai.

Sehingga adanya kegiatan muamalah yang dipraktikkan pada salah satu
Praktek Pegadaian di Desa Lingapura Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten
Lampung Tengah yang mana didalamnya terdapat praktek yang dapat
merugikan Penggadai,.maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang Hukum
Penanggungan Resiko Barang Jaminan dalam Gadai menurut tinjauan
Hukum Islam.

Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka
fokus penelitian ini adalah fokus pada Tinjauan hukum Islam terhadap
Penanggungan Resiko Barang Jaminan dalam Gadai di Desa Linggapura

Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah.



D. Rumusan Masalah
Dari uraian diatas maka penulis dapat dikemukan rumusan masalah
sebagai berikut :

1. Bagaimana Penanggungan Resiko Barang Jaminan dalam Gadai di Desa
Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah ?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Penanggungan Resiko Barang
Jaminan dalam Gadai di Desa Linggapura Kecamatan Selagai Lingga
Kabupaten Lampung Tengah ?

E. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui Penanggungan Resiko Barang Jaminan dalam Gadai di
Desa Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten‘Lampung Tengah
2."Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Penanggungan Resiko
Barang Jaminantdalam Gadai di DesarLinggapura Kecamatan Selagai
Lingga Kabupaten Lampung Tengah
F. Manfaat Penelitian
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk
kepentingan secara Teoritis maupun Praktis, yaitu :
a. Secara Teoritis, berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu
pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis
berikutnya dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang

Praktek Penanggungan Resiko Barang Jaminan dalam Gadai.



b. Kegunaan Praktis, secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai
suatau syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas
Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relavan
Adapun tinjauan pustaka yang terdapat sebagai informasi dari penulis
penelitian ini adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hastin Tafrihana Pratiwi Fakultas
Hukum jurusan llmu Hukum UNS, dalam hasil penelitian skripsi yang
berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Penanggungan Risiko Barang
Jaminan pada Pegadaian Syari’ah. Jenis penelitian pada penulisan skripsi
ini menggunakan data sekunder dengan menggunakan teknik analisis
kualitatif. Teknik pengumpulan. data yang digunakan yaitu studi
kepustakaan.. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa barang
jaminan padapegadaian syariah_telah sesuai dengan hukum Islam,
namun sebenarnya dalam hukum Islam tidak terbatas pada barang
bergerak saja tetapi juga barang tidak bergerak. Penanggungan resiko
barang jaminan pada pegadaian syariah telah sesuai dengan syariat
hukum Islam bahwa jika marhun rusak atau hilang yang disebabkan oleh
murtahin, maka murtahin menanggung resiko, memperbaiki kerusakan
atau mengganti kehilangan.®

Perbedaan penelitian tersebut dengan penulis adalah pada objek

yang diteliti. Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan

0«Hastin Tafrihana Pratiwi, Tinjauan Hukum Islam Tentang Penanggungan Risiko Barang Jaminan
pada Pegadaian Syari’ah, (Skripsi Program Strata 1 dalam Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta,
2011).



objek adalah Warga Desa Linggapura Kecamatan Selagai Lingga
Kabupaten Lampung Tengah yang melakukan kegiatan gadai, sedangkan
penelitian yang dilakukan oleh Hastin Tafrihana Pratiwi adalah pada
Lembaga keuangan Syari’ah (Pegadaian Syari’ah).

2. Ajeng Servina Notika, dengan judul Lelang Barang Jaminan di Perum
Pegadaian Syariah Purwukerto. Hasil dari penelitian tersebut adalah
Perum Pegadaian Syariah Purwokerto dalam melaksanakan prakteknya
yaitu lelang barang jaminan telah dilakukan dengan baik dan sesuai
dengan hukum syariah."*

Perbedaan penelitian tersebut dengan penulis adalah membahas
tentang lelang barang jaminan sedangkan penulis berfokus membahas
tentang penanggungan resiko barang jaminan.

3.7 Penelitian yang dilakukan oleh Parita Yuliana Fakultas Syari’ah TAIN
Purwokerto, ‘dalam hasil penelitian=skripsi yang berjudul Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat
Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran. Jenis penelitian pada
penulisan skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (field research)
dengan menggunakan metode pendekatan deskriptip kualitatif. Teknik
pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.
Dalam penelitian ini dapat disimpulkan penarikan barang jaminan
tersebut telah dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena tidak adanya

unsur kesewenang-wenangan. Jika telah jatuh tempo, nasabah

1«Ajeng Servina Notika, Lelang Barang Jaminan di Perum Pegadaian Syariah Purwokerto”, (Skripsi
Program Strata 1 dalam IImu Hukum STAIN Purwokerto, 2012)”.



berkewajiban melunasi hutangnya. Jika ia tidak mampu melunasinya,
maka Pegadaian Syari’ah berhak menarik dan menjual barang yang
dijadikan jaminan. Berdasarkan hal tersebut telah terjadi perubahan akad
yang semula gadai menjadi jual beli.*

Perbedaan penelitian dengan penulis adalah berfokus pada
penarikan barang jaminan sedangkan penulis berfokus pada
penanggungan resiko barang jaminan dalam gadai.

H. Metode Penelitian
Metode dalam suatu penelitian mempunyai posisi yang sangat penting,
sebab metode merupakan cara yang digunakan agar kegiatan penelitian pada
dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan
kegunaan tertentu.™
1. Jenis dan Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian
Penelitian ini dapat digolongkan penelitian lapangan (field
research) vyaitu suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan
datadari lokasi atau lapangan.'*Dalam hal ini peneliti langsung terjun
ke lokasi penelitian yaitu di Desa Linggapura Kecamatan Selagali
Lingga Kabupaten Lampung Tengah.

b. Sifat Penelitian

12<parita  Yuliana, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Barang Jaminan Akibat
Ketidakmampuan Nasabah Membayar Angsuran. (Skripsi Program Strata 1 dalam Ilmu Hukum IAIN
Purwokerto, 2018)”.

BSugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2018), 2.

“Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, Cet. Ke-7 (Bandung : Mandar Maju,1996),
81.



Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis,
peneltian yang bersifat deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan
untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal lain-lain yang sudah
disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.

2. Sumber Data Penelitian
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
a. Data Primer

Data primer adalah data yang hanya bisa peneliti dapatkan dari
sumber pertama atau asli.">Sumber lapangan atau lokasi penelitian
yang memberikan informasi langsung kepada peneliti yaitu masyarakat
Desa Linggapura pihak penggadai dan pihak penerima gadai.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan.bukan dari sumber
pertamaqtetapi-peneliti mendapatkannyasdari sumber kedua melalui
perantara orang lain.*°Sumber data sekunder dalam penelitian ini
meliputi sumber-sumber yang dapat memberikan data pendukung
seperti buku, dokumentasi, maupun arsip serta seluruh data yang
berhubungan dengan penelitian tersebut.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang
dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Berkaitan dengan

penelitian ini maka metode yang digunakan yaitu :

®Asep Kurniawan, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 227.
161 1h;
Ibid., 227.



a. Wawancara

Wawancara yaitu sebuah dialog yang dilaksanakan oleh
pewawancara untuk mendapatkan informasi dari orang yang
diwawancarai.*’Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara
dengan pihak penggadai dan pihak penerima gadai.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal hal atau
variable berdasarkan catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, foto,
dokumen.*®Dokumentasi ini di dapat dari pihak penggadai dan pihak
penerima gadai.

4. Metode Pengolahan Data
Pengelolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data atau
angka ringkasan dengan menggunakan - cara-cara’ tertentu. teknik
pengelolahan'datawyang dilakukan setelah'data terkumpul baik berupa data
primer maupun data sekunder, langkah-langkah pengelolahan data yang
dilakukan adalah sebagai berikut :
a. Pemeriksaaan data (editing)

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah
dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (raw data) atau
terkumpul itu tidak logis dan meragukan.’® Dalam proses editing
dilakukan pengoreksian data terkumpul sudah cukup lengkap dan

sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.

17 hi

Ibid., 168.
8K oentjoroningrat, Metode-Metode Penelitian Komunikasi (Jakarta: Gramedia, 1991),29.
®Nasution, Metode Penelitian Riserch ( Metode Penelitian) (Bandung: Bumi Aksara, 1996), 122.



b. Sistematika data (Systematizing)

Sistematika data adalah penjabaran secara deskriptif tentang hal-
hal yang akan ditulis, yang secara garis besar terdiri dari bagian
awal,bagian isi dan bagian akhir.

c. Penandaan data (coding)
Penyandian data (coding) adalah pemberian kode atau mengubah
keterangan ke dalam bentuk angka dan karakter.
5. Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau
subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan
oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan.Populasi bukan
hanya sekedar objek ratau subjek yang dipelajari, tetapi seluruh
karakteristik/sifat yang dimiliki subjek atau-objek itu.°Menurut Suharsimi
Arikunto populasiradalah keseluruhan.subjekspenelitian, apabila seseorang
ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka
penelitiannya juga merupakan penelitian populasi.Studi penelitiannya juga
disebut studi populasi.?*Populasi dalam penelitian ini adalah 6 orang yang
terdiri dari 3 pihak penggadai dan 3 pihak penerima gadaiyang ada di Desa
Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah.
6. Metode Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan

2Radial, Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), 336.
2lgyharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 173.



lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat
diinformasikan kepada orang lain.?? Data yang diperoleh dilapangan
selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan
cara memaparkan informasi-informasi yang diperoleh dari pihak
penggadai dan pihak penerima gadai di desa Linggapura untuk selanjutnya
dianalisis menggunakan metode berfikir induktif yaitu metode yang
mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah
yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang

diteliti.

Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran secara
keseluruhan tentang isi dari-penelitian. Sistematika penulisan dalam penelitian
ini meliputi+

Bab | Pendahuluan diuraikan mengenal penegasan judul, latar belakang,
fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan skripsi.

Bab Il Landasan Teori diuraikan mengenai pengertian gadai secara
umum, gadai secara syariah, syarat-syarat gadai, rukun gadai syariah, hakikat
dan fungsi gadai syariah, pengertian penanggungan, pengertian resiko,
pengertian sebab timbulnya resiko, pengertian dan fungsi jaminan, jenis-jenis

jaminan.

225 giyono, Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D (Bandung : ALFABETA, 2018), 244.



Bab 111 Deskripsi Objek Penelitian diuraikan mengenai gambaran umum
objek penelitian, dan fakta serta data penelitian.
Bab IV Analisis Penelitian diuraikan mengenai tinjauan hukum Islam
terhadap penanggungan barang jaminan dalam gadai.
Bab V Penutup penulis akan menuliskan simpulan dari hasil penelitian
ini dan memberikan rekomendasi yang berangkat dari hasil yang diperoleh

dari penelitian yang dilakukan.



BAB |1
LANDASAN TEORI

A. Gadai dalam Hukum Islam
1. Pengertian Gadai

Gadai atau dalam bahasa Arab rahn menurut arti bahasa berasal dari
kata rahana-rahnan yang sinonimnya tsabata (tetap), dama (kekal atau
langgeng), habasa (menahan).?Dalam figh Muamalah dikenal dengan
kata pinjaman dengan barang jaminan yang disebut ar-rahn, vyaitu
menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang.?*

Adapun menurut syara’, yang dimaksud dengan gadai adalah
menjadikan sesuatu benda yang mempunyai nilai harta menurut
pandangan syara’sebagai jaminan atas utang.”’Dalami Islam ar-Rahn
merupakan sarana saling tolong menolong (ta’awun) bagi umat Islam
dengan tanpa_adanya imbalan jasa.**Sedangkan secara terminologi, ar-
Rahn adalah menahan‘salah satuharta milik si peminjam sebagai jaminan
atas pinjaman yang diterimanya, dan barang tersebut memiliki nilai
ekonomis.

Sedangkan Abdurahman Misno berpendapat bahwa gadai (rahn)

adalah akad hutang-piutang dengan menjadikan suatu harta sebagai

ZAhmad Wardi Muslich, Figh Muamalat (Jakarta: Amzah, 2017), 286.

247ainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 1.

ZMuhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani Press,
2001, cet. ke-1), 131.

ZNasrun Haroen, Figh Mu’amalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, cet. ke-1), 251.
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jaminan hutang tersebut, dalam pengertian sempit, gadai juga bisa berarti
harta yang menjadi jaminan atas hutang tersebut.?’

Secara tegas ar-rahn (gadai) adalah memberikan suatu barang untuk
ditahan atau dijadikan sebagai jaminan/pegangan manakala salah si
peminjam tidak dapat mengembalikan pinjamannya sesuai dengan waktu
yang disepakati dan juga sebagai pengikat kepercayaan di antara
keduanya, agar si pemberi pinjaman tidak ragu atas pengembalian barang
yang dipinjamnya.

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan rahnadalah
sebagai berikut :

a. Menurut Ulama Syafi’iyah
“Menjadikan 'suatu .benda sebagai jaminan hutang yang
dijadikan._ pembayaran ketika berhalangan_.dalam membayar

utanzc:{”.28

Ulama_ Syafi’iyah mendefinisikan akad ar-rahn seperti
berikut, yaitu menjadikan barang sebagai jaminan utang yang
digunakan untuk membayar utang gadai tersebut ketika pihak yang
berhutang tidak bisa membayar. Kalimat “ menjadikan suatu benda”

mengandung makna bahwa kemanfaatan sifatnya habis dan rusak,

oleh karena itu tidak bisa dijadikan sebagai jaminan.”

2 Abdurrahman Misno, Gadai Dalam Syariat Islam(Ad-Deenar:Vol. 1 No 1, 2017), 27.

BKhumedi Ja’far, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan
Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 214.

2 al-Juhaili, Wahbah, Figh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 6 Penerjemah, Abdul Hayyie Al- Kattani, dkk
(Jakarta: Gema Insani, 2011), 107.
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Menurut Ulama Malikiyyah

Ulama Malikiyyah mendefinisikan ar-rahn harta yang dijadikan
pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat atau akan
menjadi mengikat.*®Ar-rahn sebagai sesuatu yang mutamawwal
(bentuk harta dan memiliki nilai) yang diambil dari pemiliknya untuk
dijadikan watsiigah (penjamin) utang yang lazim. Maksudnya adalah
suatu akad atau kesepakatan mengambil sesuatu dari harta berbentuk
al-Ain (barang yang hartanya berbentuk) seperti harta yang tidak
bergerak seperti tanah dan rumah, juga seperti hewan dan barang
komoditi, atau hal-hal yang dapat dimanfaatkan lainnya misalnya
seperti tenaga keahlian namun dengan syarat yang harus jelas dan
ditentukan masanya.
Menurut. Ulama Hanafiyah

UlamaHanafiyah mendefinisikan, ar-rahn yaitu menjadikan
sesuatu barang yang mempunyai nilai dalam pandangan syara’
sebagai jaminan terhadap utang piutang yang mungkin dijadikan
sebagai pembayar piutang itu, baik seluruhnya maupun sebagian
syara’.31
Menurut Ulama Hanabillah

Ulama Hanabillah mendefinisikan ar-rahn yaitu harta yang
dijadikan sebagai jaminan utang gadai yang ketika pihak yang

menanggung hutang tidak bisa melunasinya, maka utang tersebut

®1dri, Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), 199.

ibid.
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terbayar dengan menggunakan harta hasil penjualan harta yang

dijadikan jaminan utang gadai.*

Berdasarkan pendapat tentang gadai (rahn) diatas, maka dapat
disimpulkan bahwa gadai (rahn) adalah suatu perjanjian terhadap pinjam
meminjam dengan menyerahkan suatu barang (benda) sebagai jaminan
tanggungan utang (penguat kepercayaan) antara rahin dan murtahin.

2. Dasar Hukum Gadai

Pada dasarnya gadai menurut Islam hukumnya adalah boleh (jaiz).
Para ulama fikih mengemukakan bahwa menggadaikan barang boleh
hukumnya baik didalam hadlar (kampung) maupun di dalam perjalanan,
hukum ini disepakati oleh umum mujtahidin.*®* Akad rahn diperbolehkan
oleh syara’ dengan berbagai dalil Al-Qur’an, As-sunnah dan ljma’ :

a. Al<Qur’an

Firman Allah"'SWT dalam (Q.S Al-Bagarah (2): 283), yaitu :

% Ai%‘/ 22g =) T fwz | A At e | Fe A2.2 A

Liaa (Slans (ol O Al sifa (a8 WS 1535 2l i (e 28 o500
93 (et Slae ot Liso . de. £1 SR si1T L far o or s
Sle 40 2Ry oy sagall 1,480 V5 405 A il A fLA5Lal 33
(YAY 5l )ale & olass Ly i 4R

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak
mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan
yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang
lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya
(hutangnya) dan hendaklah yang bertaqwa kepada Allah, Tuhannya.

321hi
Ibid.
*Teuku Muhammad Hasbi Shiddieqy, “Hukum-hukum Fikih Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki
Putra, 1997), 362.
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Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa
menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha
mengetahui apa yang kamu kerjakan) ”.(QS Al-Bagarah (2): 283).

Berdasarkan ayat diatas, sudah jelas bahwa gadai merupakan
suatu yang diperoleh dalam Islam sebagai bagian dari muamalah.
Bahkan Syari’at Islam mengajarkan kepada umatnya supaya tolong
menolong dalam kebaikan, seperti dijelaskan dalam QS. Al-Maidah
(5) :2):

fro oo Afe0 230 T 1asP. ARG 1o 5 Pi-a G ')_T SO O T -
S 2T &) QN1 5T G353l SYT e T5i5a3 Y5 ol ol e 15555

(Y 325L1)Y il

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan
takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan

pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya
Allah amat berat siksanya ”/(QS: Al-Maidah (5):2).

b. “As=Sunah
Diperbolehkannya gadaisselain di dalam Al-Qur’an juga dapat
didasarkan pada Sunah Rasul yang berfungsi sebagai penjelas
diperbolehkannya gadai dalam Al-Qur’an. Diriwayatka didalam Hadis

Nabi Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a berkata :
G b Wik (o a5 ke S i o G e ) o A G
(e s 5 Al 2ol 5) 3003 (pale 5o AR5 Ja M oo

“Dari Aisyah ra berkata : sesungguhnya Nabi SAW pernah membeli
makanan dari orang yahudi, dan beliau menggadaikan baju beliau. **

* Muhammad Ibn Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari Al-Ja’fi, al-jami: al- shahih al-Mukhtasar, juz 2
(Beirut, Dar Ibn Katsir, 1987), 729, hadis ke- 1962).
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Menurut kesepakatan para figh ulama, peristiwa Rasul SAW
menggadaikan baju besinya itu adalah kasus gadai pertama dalam
Islam yang dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW. Dan agama Islam
tidak membeda-bedakan antara orang muslim dan non muslim dalam
bidang muamalah, maka seorang muslim tetap wajib membayar
utangnya sekalipun kepada non-muslim.*® Kisah yang sama juga
diriwayatkan diriwayatkan oleh Abu Hurairah :

G G O GBI Y) » 08 g adle 1 e BV 5T OB 5506 o (2
(5 0m siiol s )(Aa )l adde 5 4aié 4145 (o3l aalia

“Dari Abu Hurairah, dia berkata : Rasulullah SAW, bersabda : gadai

tidak menutup pemiliknya yang menggadaikannya (ia miliki hasilnya)

dan wajib menanggung kerusakannya » 3

Berdasarkan hadis tersebut diatas dijelaskan.bahwa pemilik
barang gadai itu masih tetap boleh mengambil manfaat dari barang
yang ia gadaikan.

c. ljma

Dasar hukum gadai selain atas Al-Qur’an dan Hadis Nabi, gadai
juga dituliskan atas dasar ijma’, jumhur ulama berpendapat bahwa
gadai diperbolehkan dan mereka tidak pernah berselisih pendapat
mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada

waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian, berdasarkan

*Hendi Suhandi, Figh Muamalah (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), 107.
*¢Abu Bakar Ahmad bin Husain al-Baihagi, sunan al-Kubra,l1/424, Hadis nomor 1541.
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kepada perbuatan Rasulullah saw yang menggadaikan baju besinya
kepada seorang yahudi untuk mendapatka makanan.*’

d. Fatwa Dewan Nasional

Dewan Syari'ah Nasional juga telah mengeluarkan fatwa

mengenai gadai, yaitu fatwa No: 25/DSN-MUI/111/2002 tanggal 26
Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan
barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan.®
Adapun ketentuan-ketentuan fatwa mengenai gadai sebagai berikut :
1) Ketentuan Umum.*

a) Murtahin (Penerima Barang) memiliki hak untuk menahan
mahrun (barang) sampai semua hutang rahin dilunasi.

b) Marhun dan manfaatnya. tetap menjadi milik rahin. Mahrun
pada_prinsipnya tidak boleh digunakan oleh murtahin kecuali
denganiizin rahin dengan tidak:-mengurangi nilai mahrun

c) Pemeliharaan dan menyimpanan marhun pada prinsipnya
menjadi  kewajiban rahin, namun dapat dilakukan oleh
murtahin, sedangkan biaya pemeliharaan menjadi tanggung
jawab rahin

d) Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh
ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman

e) Penjualan marhun

$"Umam Khotibul, Perbankan Syariah:dasar-dasar dan dinamika perkembangan di Indonesia
(Jakarta: Rajawali pers, 2017), 174.

%Tim Penulis DSN MUI, Himpunan Fatwa Dewan syari'ah Nasional, Edisi Kedua, DSN dan BI.
tahun 2003,155.

*Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah (Jakarta:Erlangga, 2014)
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f) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingati rahin untuk
segera melunasi

g) Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka
marhun dijual paksa

h) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang,
biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta
biaya penjualan

i) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangan
menjadi kewajiban rahin.

2) Ketentuan Penutup*

a) Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibanya atau
jika terjadi perselisinan . diantara kedua belah pihak, maka
penyelesaianya dilakukan melalui badan.Arbitrase Syari’ah
setelahrtidak mencapai kesepakatan.melalui musyawarah.

b) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika
kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan
disempurnakan sebagaimana mestinya.

3. Akad Gadai
Akad menurut istilan adalah keterikatan keinginan diri dengan
sesuatu yang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu

yang disyariatkan. Terkadang kata akad menurut istilah dipergunakan

K hobitul Umam, Perbankan Syariah :Dasar-dasar dan dinamika Perkembanganya di Indonesia
(Jakarta:Rajawali Pers, 2016),177.
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dalam pengertian umum, yakni sesuatu yang dikaitkan seseorang bagi
dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus.

Dalam istilah figih, secara umum akad berarti suatu yang terjadi tekat
seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti
wakaf, talak dan sumpah maupun muncuk dari dua pihak seperti jual beli,
sewa menyewa, gadai dan wakalah.Secara khusus akad berarti keterkaitan
antara ijab (pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan) dan
gabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkungan yang
disyariatkan dan berpengaruh dalam sesuatu.

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam akad rahn,

diantaranya sebagai berikut :*
a. Akad Tabarru’

Gadai-merupakan salah satu akad tabarru’ (kebajikan). Sebab,
pinjamans«yang.diberikan oleh murtahin, tidak dihadapkan dengan
sesuatu yang lain. Akad-akad tabarru’ dalam konsep figh muamalah
meliputi akad hibah, ji’alah (pinjam meminjam), wadiah, qard dan
rahn.Sebagai akad tabarru’ maka akad tersebut mempunyai ikatan
hukum yang tetap apabila barang yang digadaikan sudah diserahkan
kepada pihak penerima gadai.

b. Hak dalam gadai bersifat menyeluruh
Mayoritas fugaha berpendapat bahwa rahin berkaitan dengan

keseluruhan hak barang yang digadaikan dan bagian lainnya, yaitu jika

#Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 27.
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seseorang menggadaikan sejumlah barang tertentu kemudian ia meluasi
sebagiannya, maka keseluruhan barang gadai tetap ditangan penerima
gadai sampai orang yang menggadaikan itu melunasi hutangnya.
Alasannya, bahwa barang tersebut tertahan oleh sesuatu hak, dan oleh
karena itu tertahan pula oleh setiap bagian dari hak tersebut.
c. Musnahnya barang gadai
Menurut pendapat ulama Imam Abu Hanifah dan mayoritas ulama,
mereka berpendapat bahwa musnahnya barang gadai ditanggung oleh
penerima gadai. Alasannya adalah barang gadai itu merupakan jaminan
utang sehingga bila barang tersebut musnah, maka kewajiban melunasi
hutang menjadi musnah juga.
d.- Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo
Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo.adalah sah.Hal itu
sesuai dengansmaksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, yaitu
sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya, bila
yang berutang tidak sanggup membayar utangnya. Karena itu, barang
gadai dapat dijual untuk membayar utang, dengan cara mewakilkan
penjualnya kepada orang yang adil dan terpercaya.
e. Pemeliharaan barang gadai
Pemeliharaan dan penguasaan terhadap barang yang digadaikan
pada garis besarnya disepakati sebagai syarat gadai.
4. Rukun dan Syarat-syarat Gadali

a. Rukun Gadai
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Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat
gadai yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah yang harus
dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.** Rukun-rukun gadai menurut
jumhur ulama yaitu :*

1) Aqid (orang yang melakukan akad) meliputi :
a) Ar-rahin (orang yang menggadaikan)
yaitu orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya dan
memiliki barang yang di gadaikan
b) Al-Murtahin (yang menerima gadai)
yaitu orang, bank, dan lembaga yang dipercaya oleh pihak
rahin untuk memperoleh modal dengan barang jaminan
(gadai).
2) Ma’qud Alaih (yang diakadkan) meliputi :
a) Al=Marhun (barang yang digadaikan)
Barang yang digunakan rahin untuk di jadikan jaminan untuk
mendapatkan uang
b) Al- Marhun bih (utang)
Sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas
dasar besar tafsiran marhun.
3) Sighat (ljab dan Qabul)
Kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan

transaksi gadai.

“2Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002),
966.
*Hanif, Pegadaian dalam peta Syari ‘ah, ASAS Vol. 2 No.4, Juli 2010,38.
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b. Syarat-Syarat Gadai
Para ulama figh mengemukakan syarat-syarat gadai sesuai
dengan rukun gadai itu sendiri. Dengan demikian syarat-syarat gadai
meliputi:**

1) Syarat Ar-rahin dan Murtahin : syarat gadai yang terkait dengan
orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan
bertindak hukum. Menurut jJumhur ulama adalah orang yang baligh
dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, kedua belah
pihak yang berakad tidak disyaratkan baligh, tetapi cukup berakal
saja.

2) Syarat Al-marhun bih (utang)

Marhun bih.adalah hak yang diberikan ketika rahn. Ulama
Hanafiyah memberikan beberapa syarat yaitu :*>
a) Marhun.bih hendaklah barangyang wajib diserahkan. Menurut
ulama Hanafiyah, marhun bih hendaklah berupa utang yang
wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik
berupa uang atupun berbentuk benda.
b) Marhun bih memungkinkan dapat dibayarkan. Jika marhun bih
tidak dapat dibayarkan. Rahn menjadi tidak sebab menyalahi

maksud dan tujuan disyariatkannya rahn.

*Fadlan, Gadai Syariah : Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam perbankan, Igtishadia
Vol.1 No. 1, Juni 2014, 34.
K humedi Ja’far, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Bandar Lampung: Permata net, 2016), 170.
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c) Hak atas marhun bih jelas. Dengan demikian, tidak boleh
memberikan dua marhun bih tanpa dijelaskan utang mana
menjadi rahn.

Menurut Ulama Hanabilah dan Syafi’iyah syarat marhun bih
adalah :

1) Berupa utang yang dapat dimanfaatkan

2) Utang harus lazim pada waktu akad

3) Utang harus jelas dan diketahui rahin dan murtahin

4) Syarat marhun

3). Syarat al-marhun (barang yang dijadikan jaminan)

Berdasarkan kesepakatan Ulama, syarat yang terkait dengan
barang yang digadaikan adalah sama hal nya dengan syarat barang
yang menjadi objek jual beli. Hal ini karena barang jaminan
tersebut “harus dapat dijual .eleh murtahin disaat orang yang
menggadaikan tidak mampu membayar utangnya.468yarat-syarat
yang terkait dengan barang yang menjadi objek jual beli adalah :

a) Barang jaminan itu adalah barang yang dapat diperjual belikan.

b) Barang jaminan adalah barang yang memiliki nilai ekonomis
(mempunyai nilai harta secara hukum syara’).

C) Barang yang dibolehkan oleh syara’ mengambil manfaatnya.

d) Diketahui secara jelas, baik bentuk, jenis maupun nilainya.

e) Barang jaminan itu milik sah orang yang berutang.

**Mustofa Imam, Figh Muamalah Kontemporer (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),196
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Tidak terkait dengan hak orang lain, seperti harta serikat.
Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak
bertebaran dalam beberapa tempat.

Nilai barang jaminan seimbang dengan besarnya utang atau

lebih.

Menurut ulama Hanafiyah, syarat barang yang digadaikan adalah:

a)

b)

Barang yang digadaikan harus dapat diperjual belikan harus
pada waktu akad dan dapat diserah terimakan

Barang yang digadaikan harus berupa harta (kekayaan) yang
bernilai

Barang yang digadaikan harus halal digunakan atau
dimanfaatkan:

Barang harus jelas, ukuran, jenis, jumlah.

Barang.yang digadaikan. harus utuh dan tidak terpisah satu

sama lain.*’

4). Syarat penyerahan marhun : Apabila barang jaminan telah diterima

oleh murtahin kemudian utang sudah diterima oleh rahin, maka

akad ar-rahn bersifat mengikat bagi keuda belah pihak. Syarat

yang terakhir yang merupakan kesempurnaan ar-rahn adalah

penyerahan barang jaminan artinya barang jaminan yang dikuasai

secara hukum oleh murtahin. Namun para ulama berselisih

pendapat dalam serah terima barang jaminan. Jumhur ulama

#Ibid., 198.
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berpendapat serah terima bukan syarat sah nya akad ar-rahn, akan
tetapi ia adalah syarat lazim akad ar-rahn. Maka akad rahn itu
belum mengikat kecuali dengan terjadinya serah terima barang
yang digadikan. Sedangkan menurut ulama Malikiyah tidak
sempurna akad ar-rahn kecuali dengan adanya serah terima barang
yang digadaikan. Oleh karena itu adanya serah terima barang
jaminan merupakan kesempurnaan akad ar-rahn.*

5). Sighat akad, disyaratkan tidak dikaitkan dengan syarat tertentu atau
dikaitkan dengan masa yang akan datang. Ulama Hanafiyah
menyatakan apabila akad ar-rahn dibarengi dengan syarat tertentu,
atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya
batal. Sementararakad rahn nya sah. Sedangkan menurut ulama
Hanabilah, Malikiyah dan Syafi’iyah menyatakan syarat itu adalah
syarat yang. mendukung kelancaran akad, maka syarat itu
diperbolehkan.

Selain syarat-syarat tersebut diatas, para ulama figh sepakat
menyatakan bahwa gadai itu dianggap sempurna apabila barang yang
digadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan pemberi utang
dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang.*®
5. Hak dan Kewajiban Para Pihak Gadai

a. Hak dan Kewajiban Murtahin (Penerima Gadai)

1) Hak Murtahin

*®Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 256
“Fadlan, Gadai Syariah : perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam perbankan, Igtishadia
Vol.1 No. 1, Juni 2014, 34.
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a) Penerima gadai berhak menjual marhun apabila rahin tidak
dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil
penjualan harta benda gadai (marhun) dapat digunakan untuk
melunasi pinjaman (marhun bih) dan sisanya dikembalikan
kepada rahin.

b) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang
telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai
(marhun).

c) Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai
berhak menahan harta benda yang diserahkan oleh pemberi
gadai (rahin).*®

2) Kewajiban Murtahin (Penerima gadai)

a) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau
merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh
kelalaiannya.

b) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk
kepentingan pribadinya.

c) Penerima gadai berkewajiban mengembalikan barang gadai
kepada pemberi gadai jika utangnya telah dilunasi.

b. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai

1) Hak rahin (pemberi gadai)

%3ofiniyah Ghufron, Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah (Jakarta: Renaisan anggota
IKAPI, 2007), 26-27.
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a) Pemberi gadai (rahin) berhak mendapatkan pengembalian harta
benda yang digadaikan sesudah melunasi pinjaman hutangnya.

b) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan
hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan
oleh kelalaian penerima gadai.

c) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta
benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya
lainnya.

d) Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai
apabila penerima gadai diketahui menyalah gunakan harta
benda gadainya.

2) Kewajiban rahin (pemberi gadai)

a) Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yanh telah
diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan,
termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.

b) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda
gadaianya, bila dalam hal jangka waktu yang telah ditentukan
pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.

6. Pemanfaatan Barang Gadai
Pada dasarnya tidak boleh terlalu lama memanfaatkan barang

jaminan sebab hal itu akan menyebabkan barang jaminan hilang atau
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rusak. Hanya saja diwajibkan untuk mengambil faedah ketika
berlangsungnya rahn.>*

Berkaitan dengan barang gadaian, maka terjadi perbedaan pendapat
dikalangan ulama mengenai siapa yang berhak memanfaatkan barang
gadaian yang dijadikan jaminan atas utang.

a. Pemanfaatan Marhun oleh Rahin (Penggadai)

Para ulama figh sepakat menyatakan bahwa segala biaya yang
dibutuhkan untuk pemeliharaan barang-barang jaminan itu menjadi
tanggung jawab pemiliknya, yaitu orang yang berutang. Hal ini sejalan
dengan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan “pemilik barang
jaminan (agunan) berhak atas segala hasil barang jaminan dan ia juga
bertanggung jawab atas segala biaya barang jaminan itu. (H.R Asy-
Syafi’l dan _ad Daruquthi)”’.Dalam pemanfaatan.marhun oleh rahin,
terdapatdoeberapa pendapat yaitu dikalangan para ulama :

1) Ulama Hanafiyah menyatakan pemilik barang boleh
memanfaatkan miliknya yang menjadi barang jaminan itu, jika
diizinkan murtahin. Mereka berprinsip bahwa segala hasil dan
resiko dari barang jaminan menjadi tanggung jawab orang yang
memanfaatkannya.  Apabila kedua belah  pihak ingin
memanfaatkan barang itu, haruslah mendapat izin dari pihak

lainnya. Apabila barang yang dimanfaatkan itu rusak, maka orang

'K humedi Ja’far, Hukum Perdata di Indonesia (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), 181.
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yang memanfaatkannya bertanggung jawab membayar ganti
ruginya.>?

Ulama Malikiyah berpendapat hampir sama dengan ulama
Hanafiyah yang menyatakan “ar-rahn tidak boleh memanfaatkan
marhun”. Keizinan murtahin terhadap rahin untuk memanfaatkan
marhun membatalkan akad rahin.>® Ada juga pendapat lain yang
mengatakan bahwa rahin tidak boleh memanfaatkan marhun baik
diizinkan maupun tidak, karena barang tersebut bersifat jaminan
dan tidak lagi hak pemilik secara penuh.>*

Ulama Syafi’iyah mengemukakan pendapat yang lebih luas dari
pendapat ulama-ulama sebelumnya, karena pemilik barang itu
ingin memanfaatkan marhun, tidak perlu ada izin dari pemegang
marhun yaitu murtahin. Alasannya barang itu.adalah miliknya dan
seorang pemilik tidak boleh.dihalangi untuk memanfaatkan hak
miliknya.Akan tetapi, pemanfaatan marhun tidak boleh merusak
barang itu, baik kualitas maupun kuantitasnya, sebab itu apabila
terjadi kerusakan pada barang itu ketika dimanfaatkan pemiliknya,

maka pemilik barang bertanggung jawab untuk hal itu.>

b. Pemanfaatan Marhun oleh Murtahin

Pada asalnya barang gadai, biaya pemeliharaan dan manfaanya

adalah milik orang yang menggadaikan (rahin).Murtahin tidak boleh

2Nasroen Haroen, Figh Muamalah (Jakarta: Media Pratama, 2007), 258.

%3Rozalinda,

Fikih Ekonomi Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 256

®¥Nasroen Haroen, Figh Muamalah (Jakarta: Media Pratama, 2007), 259.

%pid., 259.
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mengambil manfaat barang gadaian tersebut kecuali bila barang

tersebut berupa kendaraan atau hewan yang diambil air

susunya.”®Sedangkan menurut ulama terdapat beberapa perbedaan
dalam menafsirkan pemanfaatan marhun oleh murtahin :

1). Ulama Malikiyah berpendapat bahwa apabila pemilik barang atau
pihak yang menggadaikan mengizinkan atau mensyaratkan maka
boleh bagi penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadai
apabila utang dalam akad gadai tersebut akad jual beli. Bila utang
tersebut adalah utang gard, maka tidak boleh.”’

2). Ulama Hanabilah berpendapat bahwa apabila yang dijadikan
barang jaminan itu adalah hewan, maka pemegang barang jaminan
berhak untuk'mengambil susunya dan mempergunakannya, sesuai
dengan_jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkan pemegang
barang jaminan. Apabila barang jaminan itu bukan hewan atau
sesuatu yang memerlukan biaya pemeliharaan, seperti tanah, maka
pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkannya.>®

3). Ulama Hanafiyah bahwa murtahin tidak boleh memanfaatkan
marhun baik cara menggunakan, mengendarai, minum susu atau
mendiami rumah yang digadaikan, kecuali atas izin rahin. Karena
murtahin hanya berhak untuk menahan barang gadai tidak untuk
memanfaatkan.  Apabila  rahin  mengizinkan  murtahin

memanfaatkan marhun maka ia boleh memanfaatkan barang yang

**Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 258.
*"Mustofa imam, Figh Muamalah Kontemporer (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 200.
%Nasroen Haroen, Figh Muamalah (Jakarta: Media Pratama, 2007, 258.
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digadaikan sekalipun itu diizinkan oleh rahin. Marhun hanya
berfungsi sebagai tausiq bi ad-dayn, sedangkan manfaatnya tetap
menjadi hak rahin. Jika memanfaatkan, kemudian barang rusak
maka murtahin menanggungnya. Sebagian ulama yang
berpendapat melarang adalah dikarenakan riba. Memanfaatkan
barang gadaian sama dengan gardh yang menguntungkan dan
setiap bentuk gardh yang menguntungan adalah riba.

4). Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh
memanfaatkan barang gadaian. Pendapat ini berdasarkan hadis
nabi saw “barang gadai tidak dapat hangus. Gadai adalah milik
debitur (yang berutang), miliknyalah keuntungan dan tanggung
jawabnya pula ‘kerugiannya”. Apabila pihak penerima gadai
mensyaratkan sesuatu yang merugikan pihak.yang menggadaikan
ataurmenguntungkan pihak yang'menggadai, maka syarat tersebut

batal demi hukum.*®

7. Hakikat dan Fungsi Gadai
Dalam Al-Qur’an surah Al-Bagarah ayat 283 serta hadits Rasulullah
SAW dijelaskan bahwa gadai pada hakikatnya merupakan salah satu
bentuk muamalah yang mana sikap tolong menolong dan amanah sangat

ditonjolkan.

¥Mustofa Imam, Figh Muamalah Kontemporer (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 200.
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Oleh karena itu pada dasarnya hakikat dan fungsi pegadaian dalam
islam adalah semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang
yang memerlukan dengan meminta marhun atau jaminan dan bukan untuk
kepentingan komersil semata tanpa menghiraukan kemampuan orang lain
atau nasabah.

Produk diciptakan untuk membantu nasabah dalam pembiayaan
kegiatan multiguna. Rahn sebagai betuk pinjaman yang mana pegadaian
syariah hanya memperoleh imbalan atas biaya administrasi, penyimpanan,
pemeliharaan, serta asuransi atas barang jaminan. Produk rahn biasanya
hanya digunakan untuk keperluan konsumtif seperti biaya pendidikan,
kesehatan, biaya hidup. Sedangkan rahn sebagai produk pembiayaan, yang
mana pegadaian syariah.memperoleh bagi hasil dari ‘usaha rahin yang
dibantunya.

B. PenanggungansResike.Barang Jaminan
1. Pengertian Penanggungan

Penanggungan merupakan kata kerja dari menanggung yang dalam
KBBI berarti menyangga, memikul, memanggul.Sedangkan menurut
Wirjono Prodjodikoro pertanggungan adalah suatu persetujuan pihak yang
menjamin dan berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima
sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan
diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum

jelas.®

80Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 1.
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Pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang
penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan
menerima suatu premi, untuk penggantian kepadanya karena suatu
kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin
akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.

Sedangkan dalam pandangan islam, penanggungan menurut syariah
memiliki beberapa padanan dalam bahasa arab, sebagai berikut :

a. Tafakul yang berarti menanggung

b. Ta’min berasal dari kata amana yang memiliki arti member
perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut

c. Tadhamun, berasal dari kata dhamana yang berarti saling
menanggung.®

Berdasarkan penjelasan penanggunan diatas, maka penulis dapat
menyimpulkan bahwa penanggungan.merupakan suatu hak atau kewajiban
yang dimiliki oleh seseorang yang telah memiliki janji atau persetujuan
untuk memberikan premi atas barang yang dititipkan jika terjadi suatu
kerusakan atau kerugian yang mungkin dapat terjadi karena suatu kejadian
yang belum pasti.

. Pengertian Resiko

Resiko adalah kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang

menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai.

Resiko adalah bagian integral dari sebuah bisnis, bisnis apapun tidak dapat

1pid., 3.
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dipisahkan dari risiko. Dalam konteks perbankan risiko merupakan suatu
kejadian potensial, baik yang diperkirakan maupun tidak dapat
diperkirakan yang berdampak negative terhadap pendapatan dan
permodalan.®

Sedangkan menurut Subekti resiko adalah kewajiban memikul
kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian diluar kesalahan salah
satu pihak. Dari penjelasan mengenai pengertian resiko menurut hukum
perjanjian Kita lihat bahwa persoalan risiko berpokok pangkal pada
terjadinya peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan
perjanjian atau yang dinamakan keadaan memaksa yaitu kejadian yang
tidak dapat diketahui sebelumnya dan diluar kekuasaanya.®®

Menurut  Trimulate, Risiko ‘adalah sebutan bagi kemungkinan
kejadian yang. ada preseden historinya dan mengikuti suatu distribusi
probabilitas.“Sedangkan menurut H..Abbas, Salim yaitu ketidakpastian
atau uncertainly yang mungkin melahirkan kerugian.65

Risiko dalam berbagai bentuk dan sumbernya merupakan komponen
yang tak terpisahkan dari setiap aktivitas. Hal ini dikarenakan masa depan
merupakan sesuatu yang sangat sulit diprediksi. Tidak ada seorangpun

didunia ini yang tahu dengan pasti apa yang akan terjadi dimasa depan,

®2Arj Kristin Prasetyoningrum, Risiko Bank Syariah (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 4.

833ubekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 2005), 59.

®Trimulato, Manajemen Resiko Berbasis Syariah ( Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan
Filantropi Islam, Vol 1 No. 1, 2017), 92.

%5 Abbas Salim, Asuransi dan Manajemen Resiko (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 4.
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bahkan mungkin satu detik kedepan selalu ada elemen ketidakpastian yang
menimbulkan risiko.%
Pada dasarnya risiko itu sendiri dapat dibedakan menjadi 4 cara
yaitu:®’
a. Memperkecil Risiko
Keputusan untuk memperkecil risiko adalah dengan cara tidak
memperbesar setiap keputusan yang mengandung risiko tinggi tapi
membatasinya bahkan meminimalisasinya agar risikotersebut tidak
bertambah besar diluar dari kontrol pihak manajemen perusahaan.
Karena mengambil keputusan dari luar pemahaman manajemen
perusahaan, maka itu sama artinya dengan melakukan keputusan yang
sifatnya spekulasi.
b...Mengalihkan Risiko
Keputusan-mengalihkan risiko.adalah.dengan cara risiko yang kita
terima tersebut kita alihkan ke tempat lain sebagian, seperti dengan
keputusan mengasuransikan bisnis guna menghindari terjadinya risiko
yang sifatnya tidak diketahui kapan waktunya.
c. Mengontrol Risiko
Keputusan mengontrol risiko adalah dengan cara melakukan
kebijakan antisipasi terhadap timbulnya risiko sebelum risiko itu
terjadi. Kebijakan seperti ini biasanya dilakukan dengan memasang

alat pengaman atau pihak penjaga keamanan pada tempat-tempat yang

8 Arj Kristin Prasetyoningrum, Risiko Bank Syariah (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 37-38.
®7Irham Fahmi, Manajemen Risiko (Bandung: Alfabeta, 2013), 7.
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dianggap vital. Seperti memasang alarm pengaman pada mobil, alarm
kebakaran pada rumah dan menempatkan satpam pada siang hari atau
malam hari.
d. Pendanaan Risiko
Keputusan pendanaan risiko adalah menyangkut penyediaan
sejumlah dana sebagai cadangan guna mengantisipasi timbulnya risiko
dikemudian hari seperti perubahan nilai tukar dolar terhadap mata uang
domestic di pasarkan. Maka kebijakan sebuah perbankan adalah harus
memiliki cadangan dalam bentuk mata uang dolar sehingga sejumlah
perkiraan akan terjadi kenaikan perubahan tersebut.
3. Sebab Timbulnya Resiko
Peristiwa yang menyebabkan timbulnya risiko didefinisikan sebagai
munculnya kejadian yang dapat menciptakan potensi-kerugian atau hasil
yang tidakdiinginkan. Risk eventsecara sederhana dapat didefinisikan
sebagai penyebab timbulnya resiko.Peristiwa atau sebab-sebab timbulnya
resiko dapat berasal dari kejadian internal maupun eksternal.Kejadian
internal yang dimaksud adalah kejadian yang bersumber dari dalam situasi
itu sendiri, seperti kesalahan sistem, kesalahan manusia, kesalahan
prosedur dan lainnya.Resiko muncul karena suatu ketidakpastian yang
dapat menghalangi suatu proses. Resiko juga dihubungkan dengan

kemungkinan terjadinya akibat buruk yang tidak diinginkan atau tidak
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terduga.®® Secara faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya resiko dibagi
menjadi dua, antara lain :
a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang timbul dari dalam
perusahaan atau organisasi.Seperti kesalahan sistem, kesalaham
sumber daya manusia, kesalahan  prosedur dan lain
sebagainya.Kejadian internal pada dasarnya bisa dicegah agar tidak
terjadi.®®

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang terjadi dari luar aktifitas
seuatu perusahaan atau organisasi.Seperti bencana alam, kebakaran
yang diaktibatkan dari’ luar perusahaan, krisis ekonomi dan lain
sebagainya.”

Menurutisno  Djojosoedarso;rrisike, timbul disebabkan oleh
beberapa faktor diantaranya ketidakpastian ekonomi (economic
uncertainty), ketidakpastian alam (uncertainty of nature) dan
ketidakpastian manusia (human uncertainty).”

1) Ketidakpastian ekonomi (uncertainty) yang dimaksud di sini

adalah kejadian-kejadian yang timbul dari kondisi dan prilaku

®8Elina Marlina, Manajemen Risiko, http://elinamarlina.blogspot.com/ (diakses pada tanggal 16 Mei

2021)

Ferry Idroes Sugiarto, Manajemen Resiko Perbankan dalam konteks Kesepakatan dan Peraturan
Bank Indonesia (Yogyakarta: Graha limu, 2006), 8.

lbid., 9.

"Soeisno Djojosoedarso, Prinsip-prinsip Manajemen Risiko Asuransi (Jakarta: Salemba Empat,
2003), 3.
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pelaku ekonomi. Ketidakpastian ini dapat berupa perubahan sifat,
perubahan selera, perubahan harga, dan perubahan teknologi.

2) Ketidakpastian alam (uncertainty of nature) yaitu ketidakpastian
yang disebabkan oleh alam yang merupakan kejadian yang
bersumber dari luar yang sulit diprediksi dan tidak mungkin
dihindari seperti badai, banjir, gempa dan lain-lain

3) Ketidakpastian manusia (human uncertainty) yaitu ketidakpastian
yang disebabkan oleh perilaku manusia itu sendiri seperti
peperangan, pencurian, penggelapan, dan sebagainya.

4. Pengertian dan Fungsi Jaminan
a. Pengertian Jaminan
Pengertian jaminan seeara.umum menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia - adalah asset atau suatu barang milik ‘peminjam yang
dijaminkan “kepada pemberi pinjamansuntuk menjamin pelunasan
hutang piutang antara penjamin dan pemberi pinjaman.Jaminan dalam
bahasa Arab memiliki pengertian tetap dan kontinyu, yang didasari
dari bahsa Arab ¢ &8\ 5rahinulma’u) yang artinya apabila tidak
mengalir dan kata &ax al Gahinatul ni'mah) yang bermakna nikmat
yang tidak putus.”?Pengertian Pada dasarnya, istilah jaminan berasal
dari kata “jamin” yang berarti tanggung, sehingga jaminan dapat

diartikan sebagai tanggungan. Jaminan adalah suatu keyakinan bank

"Noor Jafidah, Kajian prinsip Hukum Jaminan Syariah dalam Kerangka Sistem Hukum Islam,
https://journal.trunoyo.ac.id (diakses pada tanggal 1 September 2021).
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atas kesanggupan debitor untuk melunasi kredit sesuai dengan
perjanjian.”

Adapun pengertian jaminan adalah suatu perikatan antara
kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah
hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-
undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi
kemacetan pembayaran utang si debitur.”*Jaminan adalah asset pihak
peminjaman yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam
tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut, jaminan merupakan
salah satu unsure dalam analisis pembiayaan.

Oleh Karena itu, barang-barang yang diserahkan harus dinilai
pada saat dilaksanakan analisis pembiayaan dan ‘harus berhati-hati
dalam menilai barang-barang tersebut karena harga'yang dicantumkan
oleh nasabahtidak selalu menunjukan-harga yang sesungguhnya.

Pasal 1131 KUHPerdata menyebutkan bahwa jaminan adalah
segala kebendaan milik si berutang, baik yang bergerak maupun tidak
bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan dikemudian
hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Menurut Sutarno menyebutkan bahwa jaminan adalah segala
sesuatu yang mempunyai nilai mudah untuk diuangkan yang diikat

dengan janji sebagai jaminan untuk pembayaran dari hutang debitur

Abdul Rasyid Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus (Jakarta:
Kencana, 2008), 19.

™Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit (Jakarta: Djambatan, 1996), 75.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Pradnya
Pratama, 2008), 291.
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berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat kreditur dan debitur.Jaminan
merupakan kebutuhan kreditur untuk memperkecil risiko apabila
debitur tidak mampu menyelesaikan segala kewajiban yang berkenan
dengan kredit yang telah ada.Dengan adanya jaminan apabila debitu
tidak mampu membayar maka debitu dapat memaksakan pembayaran
atas kredit yang telah diberikannya.”

Jaminan merupakan suatu persyaratan untuk memperkecil resiko
kreditur dalam penyaluran kredit. Adapun faktor yang harus
dipertimbangkan dalam menerima jaminan, antara lain :

1) Secured, artinya jaminan kredit dapat diadakan pengikatan secara
yuridis formal, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-
undangan. Jika kemudian terjadi wanprestasi dari debitur, maka
bank ~memiliki kekuatan yuridis.-untuk melakukan tindakan
eksekusi:

2) Marketable, artinya jaminan tersebut bila hendak dieksekusi, dapat
segela dijual ataupun diuangkan untuk melunasi seluruh kewajiban
debitur.

b. Fungsi Jaminan

Secara yuridis fungsi jaminan adalah untuk memberikan
kepastian hukum pelunasan hutang didalam perjanjian hutang piutang
atau kepastian realisasi atau prestasi dalam suatu perjanjian, dengan

mengadakan perjanjian penjaminan melalui lembaga-lembaga jaminan

"®Sutarno, Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank (Jakarta: Alfabeta, 2003), 142.
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yang dikenal dalam hukum Indonesia.Berdasarkan apa yang

dikemukakan diatas maka fungsi jaminan adalah memberikan hak dan

kekuasaan terhadap kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari hasil
penjualan barang-barang jaminan tersebut bila debitur tidak melunasi
hutangnya pada waktu yang ditentukan.

Kredit yang diberikan selalu diamankan dengan jaminan kredit
dengan tujuan untuk menghindarkan adanya resiko debitur tidak
membayar hutangnya. Apabila debitur oleh karena sesuatu sebab tidak
mampu melunasi hutangnya maka kreditur dapat menjual atau
menutup hutang dari hasil jaminan tersebut.Sedangkan menurut
Thomas Suyanto, fungsi jaminan adalah :

1) Memberikan hakidan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan
pelunasan dengan barang-barang. . jaminan_.tersebut, bilamana
nasabah melakukan cidera janjinyaitu tidak membayar kembali
utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

2) Menjamin agar nasabah berperan serta didalam transaksi untuk
membiayai usaha atau proyeknya sehingga kemungkinan untuk
meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri
dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk dapat
berbuat demikian diperkecil terjadinya.

3) Memberi dorongan kepada debitur (tertagih) untuk memenuhi

perjanjian kredit, khususnya mengenai pembayaran kembali
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(pelunasan) sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar

tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada bank.”’

5. Jenis-Jenis Jaminan
Dalam suatu pinjaman uang sering dipersyaratkan adanya jaminan
utang yang dapat terdiri dari berbagai bentuk dan jenisnya.Adapun jenis-
jenis jaminan :
a. Jaminan berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi 2, yaitu :
1) Jaminan Kebendaan
Jaminan berupa harta kekayaan, baik benda maupun hak
kebendaan, yang diberikan dengan cara pemisah bagian dari harta
kekayaan baik dari debitur kepada pihak kreditur, apabila debitur
yang bersangkutan cedera janji. Jaminan kebendaan terdiri dari :
a)-Kebendaan berwujud yang terbagi menjadt :
1) Benda bergerak seperti logam mulia, kendaraan, deposito,
persediaan barang dan mesin.
2) Benda tidak bergerak seperti tanah/ bangunan
b) Kebendaan tak terwujud, misalnya hak tagih yaitu suatu
piutang atau tagihan yang dimiliki oleh debitur terhadap orang
atau pihak lain, yang dalam jangka waktu tersebut piutang akan
dibayar kepada debitur, yang saat ini telah dialihkan kepada
kreditur hak tagihnya.

2) Jaminan Penanggungan

"Harum Melati S, Analisis Terhadap Hak Jaminan Resi Gudang sebagai salah satu Bentuk
Pengikatan Jaminan Kredit pada Lembaga Perbankan, Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, 32)
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Jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh
perorangan atau badan hukum yang merupakan pihak ketiga yang
menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak
kreditur, apabila pihak debitur yang bersangkutan cedera
janji.Jaminan penanggungan terdiri dari jaminan perorangan/
pribadi atau badan hukum.

b. Jaminan berdasarkan nilainya, ada dua aspek yang diperlukan dalam
melakukan penilaian terhadap jaminan yang diberikan, yaitu :
1) Nilai ekonomis
Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jaminan memenuhi
nilai ekonomis adalah :
a) Dapat diperjualbelikan secara umum, luas dan bebas
b) Lebih besar dari nilai plafon kredit yang diberikan
c) Mudah-dipasarkan atau dijualtanpa harus mengeluarkan biaya
pemasaran
d) Nilai jaminan stabil dan memiliki kemungkinan mengalami
kenaikan nilai dikemudian hari
e) Lokasi jaminan strategis dan kondisi jaminan dalam keadaan
baik
f) Fisik jaminan tidak mudah rusak, lusuh, ketinggalan jaman
g) Memiliki manfaat ekonomis dalam jangka waktu relatif lama

2) Nilai yuridis
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Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jaminan memenuhi

nilai yuridis adalah :

a) Jaminan merupakan milik debitur yang bersangkutan

b) Ada dalam kekuasaan debitur

c) Tidak dalam persengketaan dengan pihak lain

d) Memiliki bukti-bukti kepemilikan/sertifikat atas nama debitur
bersangkutan dan masih berlaku

e) Bukti-bukti kepemilikan bisa diikat sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku

f)  Tidak sedang dijaminkan ke pihak lain.”

3) Sistem penilaian Jaminan

Penilaian jaminan® adalah tanggung jawab pejabat-pejabat
pembiayaan. Namun dalam rangka melaksanakan dual contro, jika
dianggap perlu, maka dapat ditugaskan unit kerja lain untuk ikut
serta menilai kewajaran nilai transaksi barang jaminan.

Nilai jaminan merupakan nilai aktiva yang dipergunakan
sebagai jaminan untuk pinjaman ataupun jenis-jenis kredit lain.
Nilai jaminan umumnya dipertimbangkan sebagai jumlah
maksimal kredit yang dapat diberikan terhadap penggadaian aktiva
tersebut.Dengan mengingat posisi mereka sendiri, kreditur
biasanya menetapkan nilai jaminan yang telah rendah dari nilai

pasarnya.Ini dilakukan untuk menyediakan pengamanan bila terjadi

"Noel Chabannel Tohir, Panduan Lengkap Menjadi Account Officer (Jakarta: Gramedia, 2012), 58.
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keadaan tidak dapat diestimasikan, nilai jaminan ditentukan
berdasarkan pertimbangan semata-mata, dengan kreditur berada
diposisi yang bisa menentukan margin pengaman sebesar mungkin
yang dianggap baik dalam situasi tertentu.

Jaminan utang pinjaman adalah kelayakan dari usaha itu
sendiri, sedangkan jaminan tambahan ada dua yaitu jaminan
material dan material.Jaminan material berupa sertifikat tanah,
BPKB, sertifikat deposito dan bukti pemilikan lainnya. Sedangkan
jaminan non material berupa personal guarantied an corporate
guarantie. ‘Untuk menghindari terjadinya pemalsuan bukti
pemilikan, maka sebelum dilakukan pengikatan harus ditelitis
mengenai statusi.yuridisnya bukti pemilikan “dan orang yang
menjaminkan.Hal ini diperlukan untuk menghindari gugutan oleh
pemilikjaminan yang sah.”

Jenis-jenis jaminan sebagaimana dikenal Tata Hukum Indonesia
dapat digolongkan menurut cara terjadinya, menurut sifatnya, menurut
objeknya, menurut kewenangan cara menguasainya. Sebagai berikut :

1. Cara Terjadinya
a. Jaminan yang lahir karena ditentukan oleh undang-undang dan
jaminan yang lahir karena perjanjian. Jaminan yang ditentukan oleh
undang- undang ialah jaminan yang adanya ditunjuk oleh undang-

undang tanpa adanya perjanjian dari para pihak, misalnya adanya

"Erich A Helfert, Analisis Laporan Keuangan (Jakarta: Erlangga, 1993), 236.
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ketentuan undang- undang yang menentukan bahwa semua harta
benda debitur baik benda bergerak maupun benda tetap, baik benda-
benda yang sudah ada maupun yang masih akan ada menjadi
jaminan bagi seluruhnya perutangan, pembagian hasil penjualan
dari benda-benda jaminan yang harus proporsional diantara para
kreditur, jaminan jaminan yang pemenuhan piutangnya didahulukan
ialah pemegang hak privilege, pemegang gadai dan pemegang
hipotik

b. Sementara hak jaminan yang timbul karena diperjanjikan terlebih
dahulu diantaranya adalah: Hipotik, Gadai, Credietverbanad,
Fiducia, Penanggungan (borgtocht), perjanjian garansi, perutangan
tanggung menanggung.®

2.-Menurut Sifatnya

a. Jaminanwyang tergolong jaminan umum dan jaminan khusus
Jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan
menyangkut semua harta kekayaan debitur dan sebagainya disebut
jaminan umum. Artinya benda jaminan itu tidak ditunjuk secara
khusus dan tidak diperuntukan untuk seorang kreditur, sedangkan
hasil penjualan benda jaminan itu dibagi-bagi diantara para
kreditur seimbang dengan piutangnya masing-masing. Terhadap

jaminan yang bersifat umum ini, walaupun telah ada ketentuan

8Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Hak Istimewa, Gadai dan Hipotek (Jakarta: Pranada Media,
2005), 6.
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dalam undang-undang yang bersifat memberikan jaminan bagi
perutangan debitur.®*

b. Dalam praktek seringkali para kreditur kurang merasa aman,
karena itu para kreditor memerlukan jaminan yang dikhususkan
baginya. Timbulnya jaminan khusus ini sendiri karena adanya
perjanjian antara kreditur dan debitur baik bersifat perorangan
ataupun kebendaan.

c. Jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat
perorangan. Tergolong jaminan yang bersifat kebendaan ialah:
hipotik, gadai, fiducia. Sedangkan jaminan yang bersifat
perorangan ialah:borgotcht (perjanjian penanggungan), perjanjian
garansi. Hak kebendaan‘memberikan keleluasaan yang langsung
terhadap bendanya, sedangkan hak perorangan menimbulkan
hubungan-langsung antara pererangan,yang satu dengan yang lain.
Tujuan dari jaminan yang bersifat kebendaan adalahmemberikan
hak verhaal kepada kreditur terhadap hasil penjualan benda- benda
tertentu dari debitur untuk pemenuhan piutangnya.

d. Sedangkan jaminan yang bersifat perorangan adalah jaminan yang
menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya
dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap kekayaan

debitor seumumnya.®

8135rj Soedewi Masjchoen Sofwan, Pokok Hukum Jaminan dilndonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan
dan Perorangan (Yogyakarta: Liberty, 1980), 45-46.

823yj Soedewi Masjchoen Sofwan, Pokok Hukum Jaminan dilndonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan
dan Perorangan (Yogyakarta: Liberty, 1980), 65.
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3. Berdasarkan Objeknya
a. Cara pembebanan, Dalam hal pembebanan, untuk benda-benda
bergerak dilakukan dengan gadai dan fiducia, sementara untuk
benda tidak bergerak dilakukan dengan jaminan hipotik
b. Cara penyerahan, Cara penyerahan benda bergerak menurut
jenisnya dilakukan dengan penyerahan nyata, penyerahan simbolis
(penyerahan kunci gudang), tradition brevimanu, consitutum
possessorium, cessie dan endosemen. Sedangkan untuk benda tak
bergerak penyerahan dilakukan dengan balik nama, yaitu dilakukan
penyerahan juridis yang bermaksud mengalihkan hak itu, dibuat
dengan bentuk akta otentik yang kemudian didaftarkan.
4. Kewenangan menguasai benda Jaminan
Jaminan yang diberikan dengan menguasai.bendanya misalnya
gadai (pand;-pledge) dan hak .retensis, Sedangkan jaminan yang
diberikan dengan tanpa menguasai bendanya dijumpai pada hipotik
(mortgage), ikatan kredit (credietverband), fiducia, dan privillegi.
Jaminan dengan menguasai bendanya memberikan hak preferensi dan

hak yang senantiasa mengikuti bendanya.®®

833rj Soedewi Masjchoen Sofwan, Pokok Hukum Jaminan dilndonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan
dan Perorangan (Yogyakarta: Liberty, 1980), 57.






BAB Il
DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa
1. Sejarah singkat Desa Linggapura
Kampung Linggapura Kecamatan Sealagai Lingga Kabupaten
Lampung Tengah adalah pemekaran dari Kampung Tua Negri Katon yang
terjadi pada tahun 1967 yang pada saat itu masih hutan belantara, lalu
datang beberapa orang yang di pimpin oleh seorang kepala tebang
bersuku Sunda Yaitu Daim Jazuli. Hingga sampai sekarang nama tersebut
diabadikan menjadi nama sebuah alamat kampung vyaitu: Kampung
Linggapura dengan alamat: Jalan Daim Jazuli No: 01 Kode Pos 34176.
Masyarakat desa Linggapura.mayoritas bersuku sunda dan jawa.
2. Letak Geografis Desa Linggapura
a. Letak dan Luas Wilayah
Desa Linggapura merupakan salah satu desa yang berada di
Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah. Luas wilayah
Linggapura 709,75 H/M2. Dengan mayoritas penduduk adalah petani
dan buruh. Desa Linggapura berbatasan dengan wilayah desa lain,

untuk lebih jelasnya batas-batas wilayah tersebut adalah sebagai

berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Gedung Aji

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Pekandangan
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Negeri Jaya
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Margajaya

54
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b. Kondisi Geografis

a) Ketinggian tanah dari atas permukaan Laut :+ 1.700 mdl

b) Curah Hujan : 2.800 mm/tahun
¢) Keadaan Topografis : Daratan Tinggi
d) Suhu Udara Rata-rata : 28-32°C

c. Iklim

Keadaan iklim desa Linggapura sebagai mana desa-desa lain di
wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal
tersebut mempunyai pengaruh terhadap pola tanam yang ada di desa

Linggapura.

3. Keadaan Demografis Desa Linggapura
a. Jumlah Penduduk
Desa Linggapura mempunyai jumlah penduduk 18.816 jiwa terdiri
darijumlah penduduk laki-laki sebanyak 4.258 jiwa, jumlah penduduk
perempuan sebanyak 5.150 jiwa dan jumlah kepala keluarga sebanyak
9.408 KK.

Tabel 3.1
Jumlah Data Penduduk Desa Linggapura Kecamatan Selagai Lingga
Kabupaten Lampung tengah

No Jenis Kelamin Jumlah
1. Laki — Laki 4.2580rang
2. Perempuan 5.1500rang
3. Kepala Keluarga 9.408KK

(Sumber : Data Desa Linggapura)
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b. Jumlah Penduduk Menurut Usia
Desa Linggapura mempunyai jumlah penduduk menurut umur
paling sedikit berdasarkan usia 1-5 tahun yaitu sebanyak 1.323 jiwa, 6-
17 tahun sebanyak 2.251 jiwa dan mayoritas 18-60 tahun vyaitu
sebanyak 4.498 jiwa sedangkan usia 60 tahun ke atas yaitu 1.336 jiwa.
Tabel 3.2

Jumlah Penduduk Menurut Umur Desa LinggapuraKecamatan
Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah

UMUR JUMLAH
1-5 Tahun 1.3230rang
6-17 Tahun 2.2510rang
18-60 Tahun 4.4980rang
60 Tahun keatas 1.3360rang
TOTAL 9.4080rang

(Sumber : Data Desa Linggapura)

¢. Jumlah PendudukPendidikan

Tingkat pendidikan penduduk di Desa Linggapura sudah memiliki
beberapa sekolah diantaranya TK As-Salam, SDN 2 Linggapura, MTS
Ma’arif 04 Linggapura, SMP PGRI Linggapura dan SMA Ma’arif 04
Linggapura. Sekolah tersebut bisa dijangkau dari desa sendiri.
Sehingga, warga desa Linggapura yang mempunyai anak-anaknya
untuk menuntut ilmu sangat mudah karena lokasi yang ditemput dekat

dengan rumah warga.
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Tabel 3.3
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Linggapura Kecamatan Selagai Lingga
Kabupaten Lampung Tengah

Belum sekolah 506 Orang

Usia 7-45 Tahun tidak pernah sekolah | 200 Orang

Pernah sekolah SD tapi tidak tamat 1.055 Orang

Tamat SD/ Sederajat 2.650 Orang
SLTP/Sederajat 750 Orang
SLTA/Sederajat 4.100 Orang
D-3 47 Orang
S-1 100 Orang

(Sumber : Data Desa Linggapura)

d. Keadaan Ekonomi

Mata pencaharian penduduk. desa Linggapura .sebagian besar
mayoritas petani. Masyarakat desa Linggapura tergolong dalam
kelompok usaha“pertanian, baik warga yang mempunyai lahan tanah
pribadi ataupun mereka hanya sebagai buruh tani yang bekerja pada
tetangga yang mempunyai lahan sendiri dan lahan yang lumayan luas
yang pekerjaannya membutuhkan tenaga orang lain. Selain petani
berprofesi Pegawai Negeri Sipil, Pedagang, peternak, guru, bidan dan
montir.

Tabel 3.4
Jumlah Mata Pencaharian Desa Linggapura Kecamatan Selagai
Lingga Kabupaten Lampung Tengah

Petani 5.500 Orang

Buruh Tani 3.300 Orang




e.

Pegawai Negeri Sipil 150 Orang
Pedagang 220 Orang
Peternak 48 Orang
Guru 150 Orang
Bidan 10 Orang
Montir 30 Orang

(Sumber : Data Desa Linggapura)

Sarana dan Prasarana Desa Linggapura Kecamatan Selagai Lingga

Tabel 3.5

Kabupaten Lampung Tengah

1. Balai Desa 1
2. PAUD 2
3. TK 3
4. SD 3
5. SMP/SLTP 1
6. SMU/SMA 1
7. Madrasah it
8. Salon Kecantikan 3
O. Masjid )
10: Mushola 25
11. | Gereja -
12. Lapangan Bola 3
13. Lapangan Voly 4
14, Lapangan Bulu Tangkis 1
15. Lapangan Tenis Meja 1
16. Puskesmas 1
17. Posyandu 10
18. Pos Kamling 50

(Sumber Data : Desa Linggapura)

Berdasarkan Agama

58

Penduduk di Desa Linggapura mayoritas beragama Islam yaitu

sebanyak 9.371 orang, sedangkan Kristen 30 orang, Khatolik 7 orang

dan Budha yaitu 3 orang.
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Tabel 3.6
Jumlah Data berdasarkan Agama Desa Linggapura Kecamatan Selagai

Lingga Kabupaten Lampung Tengah

Islam 9.371 Orang
Kristen 30 Orang
Khatolik 7 Orang
Hindu -

Budha 3 Orang

(Sumber Data : Desa Linggapura)

f. Berdasarkan Etnis
Tabel 3.7
Jumlah Data berdasarkan Etnis Desa Linggapura Kecamatan Selagai

Lingga Kabupaten Lampung Tengah

Sunda 6.800 Orang
Jawa 2.500 Orang
Lampung 100 Orang
Ogan 8 Orang

(Sumber Data : Desa Linggapura)

Jumlah data Penduduk berdasarkan Etnis di Desa Linggapura ada
berbagai macam bahasa tetapi mayoritas warga yaitu berbahasa Sunda
sebanyak 6.800 orang, Jawa 2.500 orang, Lampung 100 orang dan
Ogan 8 orang.

B. Praktik Penanggungan Resiko Barang Jaminan dalam Gadai
Masyarakat di Desa Linggapura memiliki mata pencaharian utama
adalah sebagai petani dan buruh. Dimana untuk menunjang modal aktifitas
pertanian masyarakat setempat mereka sering menggunakan jasa keuangan

untuk meminjam sejumlah uang. Selain untuk menunjang aktifitas pertanian,
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meminjam uang juga digunakan sebagai kebutuhan mendesak seperti
pendidikan anak, biaya berobat dan lain-lain. Sehingga terjadinya transaksi
gadai sering dilakukan oleh masyarakat Desa Linggapura karena dengan cara
itu mereka memperoleh uang dengan cepat.

Masyarakat setempat biasanya akan meminjam sejumlah uang ke
keluarga ataupun kerabat dengan menggadaikan barang seperti sepeda motor.
Hal ini dilakukan karena proses yang mudah dibandingkan meminjam uang ke
bank ataupun rentenir. Dalam melakukan prakteknya dapat sejumlah peraturan
atau ketentuan yang telah disepakati bersama dan keduanya saling menyetujui
maka perjanjian gadai bisa langsung terjadi, kesepakatan tersebut sudah
menjadi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan proses gadai.

Dalam hal ini masyarakat Desa Linggapura menjalankan proses gadai
dengan. sistem tradisional. Pada praktiknya masyarakat.yang membutuhkan
sejumlah uang akan'mencari orang ataupun-kerabat yang mau ataupun mampu
untuk memberikan pinjaman. Selanjutnya pihak penerima gadai akan
memberikan sejumlah uang kepada pihak penggadai dengan syarat yaitu
memberikan barang jaminan seperti sepeda motor. Biasanya transaksi
perjanjian gadai yang dilakukan oleh kedua belah pihak terjadi hanya secara
lisan. Dari awal proses perjanjian gadai hingga berakhirnya perjanjian,
pelunasan hutang dilakukan hanya sendiri dan jika terjadi masalah maka
diselesaikan oleh kedua belah pihak itu sendiri.

Akad gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Linggapura tidak

seperti lazimnya akad gadai pada yang lain yang memiliki batasan waktu
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sedangkan dalam akad gadai ini tidak menggunakan batas waktu, pembayaran
hutang sesuai dengan kemampuan penggadai sehingga banyak gadai
berlangsung selama berbulan-bulan karena penggadai belum memiliki uang
untuk menebus motor miliknya kembali.®*

Dalam akad antara pihak penerima gadai dan penggadai. Perjanjian
tersebut pihak penerima gadai memberikan persyaratan yaitu terdapat bunga
6% dari total seluruh uang pinjaman. Dalam hal tersebut bunga yang harus
dibayarkan oleh pihak penggadai kepada pihak penerima gadaiyaitu pada saat
pelunasan uang pinjaman. Selain itu juga terdapat beberapa aturan lainnya
mengenai penanggungan barang hilang ataupun rusak oleh pihak penerima
gadai baik itu disengaja ataupun tidak. Pihak penerima gadai akan
membayarkan uang ganti rugi kerusakan atau hilangnya barang jaminan
tersebut. yaitu jika hilang pihak penerima gadai hanya akan mengembalikan
30% dari uangpinjaman_dan 20% dari_harga asli, motor. Dan jika barang itu
rusak maka uang perbaikan akan dibagi dua yaitu sebesar 50% bagi masing-
masing pihak.®

Perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Linggapura juga
menimbulkan dampak bagi kedua belah pihak, baik yang menguntungkan atau
yang merugikan. Adapun dampak yang menguntungkan bagi penerima gadai
adalah mereka mendapatkan bunga sebesar 6% dari total seluruh uang

pinjaman dan juga mereka ketika barang itu rusak ataupun hilang mereka

8\Wawancara Penulis warga Desa Linggapura sebagai pihak Rahin, tanggal 15 Juni 2021, Pkl. 09:00

WIB.

®\Wawancara Penulis warga Desa Linggapura sebagai pihak Murtahin, tanggal 20 Juni 2021, PKI.

16:30 WIB.
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hanya mengembalikan 30% uang pinjaman dan 20% dari harga asli motor.
Sedangkan dampak yang merugikan penerima gadaiadalah ketika penggadai
tidak membayar hutangnya dengan waktu yang cukup lama hutang tersebut
tidak dibayar maka nilai uang akan menjadi semakin kecil. Adapun dampak
yang menguntungkan dari penggadai adalah mereka dapat memenuhi
kebutuhannya dari hutang tersebut. Sedangkan dampak yang merugikan
adalah adanya bunga 6% dari uang pinjaman, lalu ketika mereka tidak dapat
melunasi utangnya pada waktu yang telah ditentukan, motor gadaian akan
disita oleh pihak penerima gadai dan juga ketika motor gadaian hilang dan
rusak mereka hanya menerima 30% uang pinjaman dan 20% dari harga asli
motor.

Berikut ini adalah hasil.wawancara dengan pihak yang melakukan gadai

di Desa Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah

sebagai berikuts

NO | Penggadai | Penerima Gadai | Jumlah barang Jumlah uang
(Rahin) (Murtahin) yang digadaikan | yang dipinjam

. Ade Wahyudin 1 Motor Rp. 12.000.000
2. Budi Heri 1 Motor Rp. 10.000.000
3. Yani Oman 1 Motor Rp. 8.000.000

(Sumber : Wawancara dengan Bapak Ade, Budi, Yani, Wahyudin, Heri dan
Oman warga Desa Linggapura Pada Tanggal 15 Juni 2021)

1. Praktik gadai yang dilakukan oleh Bapak Ade dan Bapak Wahyudin.
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Bapak Ade sudah melaksanakan gadai motor dengan Bapak
Wahyudin sejak tahun 2015.Bapak Ade menggadaikan sepeda Motor
kepada Bapak Wahyudin.Alasan Bapak Ade menggadaikan motornya
dengan alasan beliau membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari
dan untuk membayar hutang.®® Dan pak Wahyudin adalah tetangga dari
pak Ade maka beliau mau meminjamkan uang kepada pak Ade dengan
jaminan sepeda motor. Dan pak Ade meminjam uang pinjaman hanya
sebesar Rp. 12.000.000,00. Dan dalam kesepakatan tersebut pak
Wahyudin memberikan perjanjian yaitu berupa bunga sebesar 6% dari
total seluruh uang pinjaman. Dalam bunga yang harus dibayarkan oleh
pak Ade yaitu pada saat pelunasan uang pinjaman dan selain itu juga
terdapat beberapa aturan lainnya mengenai penanggungan barang hilang
atau rusak oleh pak Wahyudin baik itu disengaja_ataupun tidak.Ketika
barang ity rusak ataupun hilangdari pak Wahyudin hanya
mengembalikan 30% uang pinjaman dan 20% dari harga asli motor.®’

Bapak Ade (pihak penggadai) telah melakukan perjanjian gadai
dengan Bapak Wahyudin (pihak penerima gadai). Awal mula gadai ini
dilakukan adalah Bapak Ade mendatangi Bapak Wahyudin untuk
meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,00 dengan menjaminkan sepeda
motor. Bapak Wahyudin bersedia memberikan uang pinjaman kepada

bapak Ade, dengan syarat dan ketentuan yaitu adanya barang jaminan

\wawancara dengan Bapak Ade warga Desa Linggapura sebagai pihak rahin, tanggal 15 Juni 2021,
Pkl. 09:00 WIB.

8"Wawancara dengan Bapak Wahyudin warga Desa Linggapura sebagai pihak Murtahin, tanggal 20
Juni 2021, PkI. 16:30 WIB.
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sepeda motor dan bunga sebesar 6% yang nantinya bunga tersebut akan
dijadikanuntuk mengganti biaya kerusakan dan biaya perawatan dari
barang jaminan tersebut. Dan juga ketika pak Ade tidak dapat melunasi
hutangnya tersebut maka motor tersebut menjadi milik pak Wahyudin.
Atas kelalaian bapak Wahyudin ternyata barang itu hilang atau dicuri
orang, lalu pak Wahyudin mengatakan ke pak Ade bahwa motor yang
digadaikan hilang, karena mereka sudah mempunyai kesepakatan
sebelumnya maka dengan berat hati pak Ade menerima uang
penanggungan barang hilang tersebut. Sementara itu bapak Ade selaku
penggadai dalam perjanjian gadai ini mengaku ia merasa dirugikan oleh
bapak Wahyudin karena uang yang diganti tidak sebanding dengan
jumalah uang pinjaman.dan harga asli motor.
2. Praktek Gadai yang dilakukan oleh Bapak Budi dan Bapak Heri

Bapak Budi.selaku penggadai-memerlukan uang untuk kebutuhan
mendesak sebesar Rp. 10.000.000,00 dengan menggadaikan sepeda
motor kepada bapak Heri pada tahun 2016. Proses gadai yang dilakukan
hampir sama dengan proses yang dilakukan oleh bapak Ade dan bapak
Wahyudin yaitu datangnya bapak Budi kerumah bapak Heri mengatakan
bahwa beliau memijam uang karena kebutuhan mendesak.%®Bapak Heri
pun meminjamkan uang dengan beberapa syarat yaitu adanya bunga 6%
dan ketika barang itu hilang ataupun rusak maka dari pihak pak Heri

hanya mengganti uang pinjaman sebesar 30% dan 20% dari harga asli

®\wawancara dengan bapak Budi warga Desa Linggapura sebagai pihak rahin, tanggal 11 Agustus
2021, Pkl. 16:00 WIB.
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motor. Pak Heri tidak memberikan waktu kepada pak Budi, ketika pak
Budi tidak bisa melunasi hutangnya maka barang tersebut akan menjadi
milik bapak Heri, perjanjian tersebut tidak tertulis melainkan dengan
lisan.® Atas kelalaian bapak Heri baik itu disengaja ataupun tidak, pak
Heri melakukan hal seperti kasus sebelumnya yaitu barang jaminan
rusak atau cacat karena barang tersebut tidak dirawat dengan baik.
Tetapi disini karena barang itu rusak atau cacat dan pak Heri tidak mau
dirugikan maka beliau membagi uang perbaikan sebesar 50% bagi
masing-masing pihak bahkan tetap mengembalikan uang pinjaman itu
30% dan 20% dari harga asli motor.

Sementara itu bapak Budi selaku penggadai dalam perjanjian
gadai ini mengaku ia 'imerasa dirugikan oleh bapak ‘Heri karena uang
yang diganti.tidak sebanding dengan jumalah uang.pinjaman dan harga
asli motor

3. Praktik gadai yang dilakukan oleh Bapak Yani dengan Bapak Oman.

Menurut bapak Yani (penggadai) ia telah melakukan perjanjian
gadai dengan bapak oman sejak tahun 2016. Awal mula gadai ini
dilakukan adalah bapak Yani mendatangi rumah bapak Oman dengan
niat menawarkan sepeda motor untuk dapat digadaikan karna beliau
membutuhkan uang sebesar Rp. 8.000.000 tetapi pada saat itu bapak

Yani tidak memberitahu apa alasan beliau memijam uang.

®\Wawancara dengan bapak Heri warga Desa Linggapura sebagai pihak murtahin, tanggal 12
Agustus 2021, Pkl. 09:00 WIB.
®Wawancara dengan bapak Yani warga Desa Linggapura sebagai pihak rahin, tanggal 14 Agustus
2021, Pkl. 16:30 WIB.
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Gadai yang dilakukan oleh bapak Yani dan bapak Oman sama
seperti gadai yang dilakukan pada masyarakat di Desa Linggapura pada
umumnya Yaitu adanya bunga sebesar 6%. Dan ketika barang itu rusak
ataupun hilang maka dari bapak Oman hanya mengganti uang pinjaman
itu 30% dan 20% dari harga asli motor.™
Akad gadai di atas tidak terdapat bukti perjanjian secara tertulis lalu

uang pinjaman juga tidak diukur dari nilai barang yang dijadikan
jaminan.Tidak adanya batasan waktu, adanya biaya kerusakan dan biaya
perawatan untuk barang jaminan tersebut. Barang yang dijadikan jaminan
ketika pihak penggadai tidak membayar uang pinjamannya maka barang
tersebut akan menjadi pihak penerima gadai. Gadai yang dilakukan oleh
penggadai  ketika penggadai membutuhkan uang untuk memenuhi
kebutuhannya saat itu juga. Barang-barang. seperti sepeda motor yang
dijadikan sebagai barang jaminan utang oleh-penggadai.

Setelah melakukan wawancara dengan responden, ternyata mereka
belum memahami proses perjanjian yang diatur dalam ketentuan hukum
Islam. Tata cara yang dilakukan pada umumnya seperti menyetujui
kesepakatan yang mereka buat tanpa adanya bukti tertulis bahwa terjadi suatu
perjanjian gadai, perjanjian oleh masyarakat juga tidak ada batas waktu dan
juga pihak penggadai dan pihak penerima gadai melakukan sebuah perjanjian
gadai didasarkan pada rasa saling percaya diantara kedua belah pihak.

Kurangnya pemahaman mengenai persoalan hukum Islam minimnya

Wawancara dengan bapak Oman warga Desa Linggapura sebagai pihak Murtahin, tanggal 15
Agustus 2021, PKl. 15:00 WIB.
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pendidikan mereka dan belum berkembangnya masalah keagamaan dengan

baik di masyarakat.




BAB IV
ANALISIS DATA

A. Praktek Penanggungan Resiko Barang Jaminan dalam Gadai di Desa
Linggapura

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang tentunya saling
membutuhkan satu dengan yang lainnya. Dalam memenuhi kebutuhannya,
manusia melakukan aktifitas ekonomi agar dapat memberikan nafkah baik
bagi diri sendiri maupun orang lain. Tentunya aktifitas tersebut telah
mendapatkan peraturan dari Allah SWT agar manusia dapat menjalankan
aktifitas tersebut sesuai dengan ajaran Islam.Dalam kegiatan ekonomi terdapat
suatu ‘hukum muamalah dan transaksi perjanjian, baik perjanjian jual beli
maupun perjanjian hutang piutang serta semua yang berkaitan dengan
muamalah.

Kegiatan gadai yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Linggapura
adalah dengan cara menggadaikan “barang seperti sepeda motor. Hal ini
dilakukan karena masyarakat setempat menganggap bahwa meminjam uang
kepada kerabat atau keluarga proses serta persyaratannya mudah tanpa harus
menunggu lama karena sudah menjadi kebiasaan warga setempat.

Praktek gadai yang dilakukan masyarakat di Desa Linggapura diawali
dengan adanya suatu perjanjian yaitu pihak penggadai datang kepada
penerima gadai untuk menawarkan kepada pihak penerima gadai, apakah
pihak penerima gadai mampu untuk membantu pihak penggadai untuk
meminjamkan sejumlah uang dengan suatu jaminan. Sebelum proses gadai

dilakukan pihak penerima gadai memberikan persyaratan kepada

68
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pihakpenggadai yaitu berupa adanya bunga sebesar 6% dari besarnya uang
pinjaman yang harus dibayarkan penggadai kepada penerima gadai.
Selanjutnya dalam hal ketika sepeda motor terdapat kerusakan ataupun
kehilangan akan ditanggung oleh pihak penggadai. Biaya kerusakan akan
diambil dari bunga sebesar 6% yang dibayarkan oleh pihak penggadai. Maka
dari itu maksud dan tujuan diadakan biaya jasa atau bunga yaitu untuk
mengganti biaya kerusakan dari barang jaminan tersebut. Adapun jika barang
jaminan hilang yang dilakukan oleh pihak penerima gadai, maka pihak
penerima gadai hanya akan mengganti uang rugi sebesar 30% dari uang
pinjaman dan 20% dari harga motor. Hal ini tentunya akan merugikan pihak
penggadai karena harus tetap membayarkan sisa hutang dari uang yang
dipinjamkannya.
. Tinjawan Hukum Islam Terhadap Penanggungan: Resiko Barang
Jaminan Dalam Gadai di Desa Linggapura Kecamatan Selagai Lingga
Kabupaten Lampung-Fengah

Islam merupakan agama yang universal, dimana Islam telah memberikan
pengaturan dari segala aktifitas manusia, baik bagi muslim maupun non
muslim. Salah satu aturan yang diberikan oleh Allah SWT adalah dengan
Muamalah.Muamalah merupakan hukum yang mengatur hubungan manusia
dengan manusia dalam menjalankan aktifitas manusia dibumi agar dapat
melangsungkan kehidupan dengan baik dibumi.Prinsip dasar muamalah
adalah untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia, dalam memenuhi

kebutuhannya manusia harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
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Salah satu bentuk bermuamalah adalah sistem gadai yang dilakukan
oleh masyarakat di Desa Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten
Lampung Tengah. Dalam proses tersebut yang menjadi salah satu syarat
tercapainya gadai adalah dengan adanya marhun atau barang yang digadaikan.
Marhun merupakan sebuah barang yang dijadikan jaminan yang dikuasai oleh
penerima gadai atas uang yang dipinjamkan kepihak penggadai. Barang ini
merupakan barang sebagai jaminan jika suatu waktu nanti pihak penggadai
tidak mampu membayar uangnya, maka penerima gadai akan menjadi
sepenuhnya hak penerima gadai.

Walaupun proses gadai memberatkan pihak penggadai, dan akad gadai
tanpa batasan waktu yang terdapat di Desa Linggapura tidak tertulis namun
akad ‘tersebut sudah memenuhi rukun gadai yaitu adanya“murtahin(sebagai
pihakyang menerima gadai) dan marhun(barang yang digadaikan), marhun-
bih (hutang) dan'sighat. Selain itu pihak.penggadai dan penerima gadai juga
sudah dewasa dan berakal. Barang yang digadaikan dapat di nilai dengan uang
dan dapat diperjual belikan karena masyarakat menggunakan barang untuk
jaminan adalah milik sendiri dan tidak terikat dengan hak orang lain.

Gadai dalam Islam harus sesuai dengan syariat Islam karena adanya
dasar hukum yang mengaturnya dan terdapat rukun beserta syarat yang harus
dipenuhi dan dapat diketahui boleh atau tidaknya gadai tersebut.Namun ada
yang tidak terpenuhi yaitu gadai yang dilakukan tidak adanya bukti tertulis,

tidak terdapat batasan waktu serta adanya pemanfaatan barang dengan
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caramemberikan Bunga dan ketika barang itu rusak dan hilang pihak penerima
gadai tidak sepenuhnya mengembalikan uang pinjaman tersebut.

Unsur terpenting dari marhun adalah memiliki daya jual setara dengan
uang yang dipinjamkan kepada pihakpenggadai.Selain itu barang yang digadai
harus dalam kekuasaan peerima gadai.Namun kekuasaan tersebut bukan untuk
dinikmati, melainkan hanya sekedar sebagai jaminan pembayaran hutang
saja.Penerima gadai sebagai pemegang kekuasaan berkewajiban memelihara
marhunyang diterima sesuai dengan keadaan barang.Maka dari itu pihak
penggadai tidak memiliki kewajiban untuk merawat atau menjaga barang yang
digadai kepada pihak penerima gadai.

Hal ini juga dijelaskan pada Hadis dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW
bersabda ““Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan
menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah
susunya dengan‘menanggung biayanya.Orang yang menggunakan kendaraan
dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan
pemeliharaan”.(HR. Jamaah, kecuali Muslim dan Nasa’i). Berdasarkan hal
tersebut, penerima gadai memiliki kewajiban atas pengamanan dan
pemeliharaan barang yang digadai.Tanggung jawab atas kerusakan maupun
kehilangan barang yang digadaikan kepada pihak penerima gadai adalah
tanggung jawab yang dilakukan oleh penerima gadai.

Sistem gadai yang dilakukan oleh masyarakat desa Linggapura belum
sepenuhnya sesuai Pasalnya pihak penggadai masih terbebani atas biaya

perawatan serta ganti rugi atas kehilangan barang jaminan. Dimana biaya
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perawatan akan ditanggung oleh pihak penggadai dengan membayar bunga

sebesar 6% dari total uang pinjaman dari pihak penerima gadai. Selain itu

pihak penerima gadai juga hanya akan membayar 30% dari uang pinjaman dan

20% dari harga motor yang digadaikan.

Dalam Islam juga telah mengatur mengenai resiko barang
jaminan.Bentuk peraturan tersebut adalah penerima gadai merupakan pihak
yang berkewajiban penuh untuk memelihara barang yang digadaikan.Dalam
hal ini memelihara yang dimaksud adalah merawat serta menjaga agar barang
jaminan tersebut tetap utuh sesuai dengan keadaan sebelumnya.

Dengan demikian terdapat beberapa ulama yang berpendapat bahwa
penerima gadai tidak sepenuhnya menanggung resiko apapun, seperti
pendapat para ulama :

a. Menurut Ulama Mazhab Syafi’iyah bila barang gadai atau al- marhun
hilang di bawah penguasaan penerimasgadaiy maka penerima gadai tidak
wajib menggantinya, kecuali rusak atau hilangnya itu karena kelalaian
murtahin atau karena disia-siakan. Dan Ulama Mazhab Hanabillah
berpendapat bahwa penerima gadai tidak menanggung resiko apapun

b. Menurut Ulama Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa penerima gadai
menanggung resiko sebesar harga barang yang minimum. Penghitungan
dimulai pada saat diserahkannya barang gadai kepada penerima gadai
sampal hari rusak atau hilangnya. Berbeda hal jika barang gadai rusak atau

hilang yang disebabkan oleh kelengahan penerima gadai.
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Perbedaan dua pendapat tersebut ialah jika menurut Hanafiyah
penerima gadaiharus menanggung resiko kerusakan atau kehilangan barang
yang dipegangnya, baik marhun itu hilang karena disia-siakan atau dengan
sendirinya, sedangkan menurut Syafi’yah penerima gadai menanggung resiko
kehilangan atau kerusakan barang bila marhun itu rusak atau hilang karena
tidak diurus atau disa-siakan oleh murtahin. Namun demikian, penanggungan
resiko barang jaminan oleh penerima gadai di Desa Linggapura Kecamatan
Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah belum sesuai dengan syariat
hukum Islam, hal ini dikarenakan kehilangan atau kerusakan yang disengaja
maupun tidak disengaja oleh pihak penerima gadai tidak mengganti atau
bertanggung jawab penuh.Hal inipun tentunya merugikan pihak penggadai.

Selain itu proses gadainyang dilakukan masyarakat di-Desa Linggapura
Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah belum sesuai dengan
hukum syariah,.dimana.salah satu pihak dirugikan. Proses gadai yang dilakuka
masyarakat setempat juga bukan tercipta dari asas tolong menolong,
melainkan terdapat sebuah unsur mencari keuntungan yang dilakukan oleh
pihak penerima gadai. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan tujuan gadai
menurut Islam yang pada dasarnya adalah sebagai sarana tolong menolong.*

Hal ini memicu terjadinya riba, karena diawal perjanjian terdapat uang
jasa yaitu sebesar 6% yang nantinya digunakan sebagai biaya perbaikan jika
terdapat suatu kerusakan. Namun jika sampai waktu selesai perjanjian gadai

akan tetapi motor tidak terdapat suatu kerusakan apapun, maka biaya tersebut

%2Nasrun Haroen, Figh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, cet. Ke-1), 251.
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akan menjadi hak penerima gadai. Tentunya hal ini akan menimbulkan riba,
dikarenakan adanya sebuah keuntungan yang diambil oleh pihak penerima
gadai.

Namun pada penanggungan barang jaminan dalam gadai oleh
masyarakat di Desa Linggapura tidak sah menurut hukum Islam.Hal ini
dikarenakan tanpa adanya batas waktu yang terjadi dan pihak penerima gadai
belum bertanggung jawab penuh untuk memelihara dan menjaga barang yang
digadai.Selain itu juga terdapat unsur riba dan juga mengandung unsur suatu

keuntungan dan kerugian antara salah satu pihak.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis hukum Islam tentang
penanggungan barang jaminan dalam gadai dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut :

1. Penanggungan Resiko Barang Jaminan Dalam Gadai di Desa Linggapura
didasarkan atas perjanjian pinjam meminjam yaitu dengan menggadaikan
sepeda motor. Dalam penggunaan sepeda motor jika terdapat kerusakan
ataupun kehilangan akan ditanggung oleh pihak penggadai. Biaya
kerusakan tersebut diambil dari bunga sebesar 6% yang dibayarkan oleh
pihak penggadaiyang nantinya akan dijadikan sebagai uang ganti rugi.
Adapun jika barang jaminan hilang oleh pihak penerima gadai, maka pihak
penerima gadai- hanya mengganti uang rugi sebesar 30% dari uang
pinjaman dan20% dari.harga motor:

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanggungan Resiko Barang Jaminan
dalam Gadai di Desa Linggapura adalah Penanggungan Resiko Barang
Jaminan yang dilakukan oleh masyarakat tidak sesuai dengan hukum
Islam. Adanya persyaratan dari pihak penerima gadai memberikan bunga
kepada pihak penggadai yang artinya mengandung ke unsur riba dan
belum mempunyai sifat amanah, dalam perjanjian gadai mengakibatkan
adanya pihak-pihak yang dirugikan serta tidak ditentukan adanya batas
waktu dan dikarenakan adanya sebuah keuntungan yang diambil oleh

pihak penerima gadai.
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B. Rekomendasi
Setelah melakukan penelitian dan wawancara mengenai Tinjauan

Hukum Islam Terhadap Penanggungan Barang Jaminan Dalam Gadai di Desa

Linggapura maka penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Masyarakat sebaiknya meninggalkan praktik gadai adanya bunga dan
persyaratan lainnya di Desa Linggapura, supaya tidak menimbulkan
berbagai macam kerugian karena dalam gadai tersebut tidak bertanggung
jawab atas barang yang rusak ataupun hilang dan juga terdapat adanya riba
serta pengambilan keuntungan yang berlebihan sehingga menyebabkan
ketidakadilan bagi kedua pihak.

2. Pihak penggadai dan pihak penerima gadai dalam melakukan gadai untuk
kedepannya seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam
dan.dilakukan_dengan benar untuk bertujuan saling tolong menolong

bukan bertujuan'untuk mendapatkan keuntungan.
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10.

11.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
Sejak kapan Bapak bekerja sebagai petani ?
Apakah Bapak memiliki pekerjaan sampingan ?
Apakah penghasilan Bapak sebagai petani memenuhi kebutuhan sehari-
hari ?
Apa hubungan Bapak dengan pihak pegadaian ?
Berapa besar jumlah uang yang Bapak Pinjam ?
Adakah syarat untuk mendapatkan pinjaman ?
Benda apa yang Bapak jaminkan ?
Mengapa Bapak menjaminkan barang tersebut ?
Berapa lama jangka waktu Bapak melunasinya ?
Bagaimana biaya perawatan barang yang dijaminkan ?
Bagaimana pandangan Hukum Islam yang bapak ketahui tentang praktik

gadai tersebut ?
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